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KATA PENGANTAR 

Regulasi merupakan alat  penting yang dibutuhkan sebagai lan-
dasan dalam menjalankan kebijakan atau program. Demikian 
pula dalam pengelolaan pendidikan menengah, khususnya Se-
kolah Menengah Atas. Berbagai regulasi menjadi dasar dalam 
pengelolaan pendidikan, baik pengelolaan oleh pemerintah mau-
pun oleh satuan pendidikan. 

Berjalan atau tidaknya sebuah kebijakan atau program sangat di-
tentukan oleh efektivitas regulasi. Oleh karena itu, perlu sebuah 
upaya untuk menganalisis apakah regulasi yang ditetapkan efe-
ktif atau tidak.  

Dalam tata kelola SMA selama ini kita menyadari masih ba-
nyak persoalan yang dihadapi. Salah satu upaya yang dilakukan 
adalah menganalisis apakah regulasi yang ditetapkan memiliki 
dampak positif sesuai tujuan atau tidak. Dalam konteks inilah 
analisis terhadap dampak regulasi, khususnya dalam bidang tata 
kelola SMA menjadi hal yang penting dilakukan. 

Buku ini merupakan salah satu upaya  analisis terhadap dampak 
regulasi di bidang tata kelola SMA yang disusun oleh tim Di-
rektorat sebagai salah satu sumber referensi dan inspirasi dalam 
upaya kita bersama meningkatkan kualitas belajar siswa SMA 
dalam lingkup Merdeka Belajar. Semoga buku ini memberi man-
faat bagi semua pihak. 

PURWADI SUTANTO
Direktur SMA
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Kegunaan Buku 

Regulasi merupakan alat yang sangat penting sebagai pi-
jakan dalam menjalankan setiap kebijakan dan program 
pemerintah. Regulasi menjadi salah satu faktor penentu 

dalam keberhasilan sebuah program. 

Manakala kebijakan atau program menghadapi berbagai perso-
alan, maka salah satu faktor yang perlu dianalisis adalah regula-
si. Apakah redulasi yang ada selama ini berdampak positif atau 
negatif.  Dari hasil analisis dapat diketahui apakah regulasi harus 
dipertahankan, diubah atau diganti. Salah satu cara untuk meng-
analisis dampak regulasi adalah metode RIA, kependekan dari 
Regulatory Impact Analysis atau Regulatory Impact Assesment. 

Buku ini mencoba menyajikan hasil analisis dampak regulasi di 
bidang tata kelola Sekolah Menengah Atas. Hasil analisis disaji-
kan secara ringkas dan ringan, agar semua pihak dapat mema-
hami alur pada setiap tahapan. 

Buku ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak sebagai 
referensi dalam melakukan analisis regulasi dalam berbagai hal 
di bidang pendidikan. Pada akhirnya, kita semua berharap regu-
lasi disusun benar-benar memberi dampak yang positif sehingga  
memberi manfaat bagi peningkatan mutu pendidikan. 

Semoga kehadiran buku ini menjadi inspirasi dan menambah 
wawasan kita semua dalam upaya berssama-sama meningkatkan 
mutu SMA. n
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• Sebagai salah satu 
referensi dalam menyu-
sun kebijakan terkait 
regulasi pendidikan;

• Sebagai salah satu  
referensi dalam 
melakukan analisis 
dampak regulasi.

Bagi Pemerintah Bagi Pemda

Bagi PemdaBagi Stakeholder

• Sebagai salah satu refe-
rensi dalam membuat, 
memperbaiki atau 
mengganti regulasi 
yang tidak efektif;

• Mendorong Pemda  
untuk meningkatan 
mutu pendidikan 
dengan regulasi yang 
positif sesuai harapan. 

• Memberi dukungan 
dalam meningkatkan 
mutu pendidikan 
se suai regulasi;

• Mendorong lahirnya 
regulasi yang fokus 
pada peningkatan 
kualitas belajar siswa 
dan kemandirian 
sekolah. 

Bagi PemdaBagi Masyarakat Penye-
lenggaran Pendidikan

• Sebagai salah satu 
referensi dalam mem-
buat, memperbaiki atau 
mengganti regulasi untuk 
satuan pendidikan yang 
dikelolanya;

• Mendorong masya-
rakat mengelola satuan 
pendidikan mengha-
dirkan regulasi yang 
sesuai dengan kebijakan 
pemerintah. 
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Bab 1
Pendahuluan
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Regulasi merupakan alat yang penting dalam menjalankan 
kebijakan atau program.  Setiap organisasi atau birokra-
si pemerintah, menjadikan regulasi sebagai landasan 

dan  pijakan dalam melakukan langkah operasional. Tanpa re-
gulasi yang efektif kebijakan atau program tidak dapat memberi 
dampak sebagaimana diharapkan. 

Keberhasilan sebuah kebijakan  atau program, akan sangat di-
tentukan oleh efektivitas regulasi yang diterbitkan. Implementasi 
regulasi yang sejalan dengan tujuannya, akan sangat efektif dan 
berdaya guna. Sebaliknya implementasi yang tidak sejalan, tidak 
membawa berdampak sesuai tujuan. Oleh karena itu, regulasi 
yang disusun selayaknya dijaga konsistensinya pada tujuan yang 
diharapkan baik dalam tahap penyusunan, sosialisasi, imple-
mentasi, maupun kepastian konsekuensi dari penerapan regulasi 
tersebut. 

Untuk mendapatkan kualitas regulasi yang sesuai harapan, peran-
cangan regulasi membutuhkan proses dan tahapan yang berurut 
untuk memastikan sejalan dengan tujuannya. Dibutuhkan inter-
vensi yang menyeluruh, baik dalam kebijakan, undang-undang, 
peraturan, atau jenis aturan lainnya.  Belum lagi, tahapan teknis 
yang harus dilalui sangatlah panjang dan kom pleks dan harus 
mempertimbangkan empat aspek penting yakni aspek sosisolo-
gis, yuridis, filosofis, dan politis. 

Di sinilah perlunya analisis yang komprehensif dalam melihat 
sejauh mana regulasi yang disusun berdampak pada target sasa-
ran yang diinginkan, serta tujuan yang dkehendaki. Untuk me-
lakukan analisis terhadap dampak regulasi tentunya diperlukan 
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metodologi ilmiah yang terurai rinci dan dapat dipertanggung-
jawabkan. Oleh karena itu, sangat penting bagi stakeholder pen-
didikan untuk memahami teknik menganalisis dampak regulasi. 

A. URGENSI ANALISIS DAMPAK REGULASI 

Penyusunan peraturan perundangan di Indonesia, diatur dalam 
sebuah Undang-undang  yakni UU. No. 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam regulasi 
tersebut diatur bagaimana jenis dan tingkatan regulasi serta ta-
hapan-tahapan penyusunannya. Seluruh regulasi yang disusun, 
mengikuti tahapan sesuai dengan aturan tersebut, tidak terke-
cuali regulasi di bidang pendidikan. 

Akan tetapi, penyusunan regulasi, kerap tidak sepenuhnya mem-
pertimbangkan kemungkinan dampak dari kebijakan yang di-
hasilkannya. Misalnya dalam beberapa kasus penyusunan re gulasi 
membutuhkan biaya besar tidak sebanding dengan manfaat yang 
ditimbulkannya. Bahkan kadang setelah diterapkan, justru me- 
nimbulkan dampak negatif. Tak Jarang, dampak negatif dirasa-
kan oleh konstituen yang me laksanakan regulasi dalam tataran 
teknis. Hal ini menyebabkan tujuan dari regulasi tidak tercapai. 

Guna menghindari hal demikian, maka dalam penyusunan re-
gulasi perlu tahapan analisis terhadap dampak yang ditimbul-
kannya. Hasil analisis dapat memberi gambaran te n tang efektivi-
tas dalam implementasi, sehingga dapat diprediksi kemungkinan 
dampak yang akan terjadi.  Dari hasil analisis ter hadap regulasi 
juga dapat disimpulkan apakah regulasi tersebut perlu diperta-
hankan, diubah atau diperbaiki. 
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Begitu pentingnya analisis terhadap dampak regulasi, maka da-
lam pengendalian kebijakan dalam pemerintah, langkah analisis 
dampak regulasi menjadi hal yang harus dilakukan. Hal ini ter-
tuang  dalam Inpres No. 7 tahun 2017 tentang Pengambilan, Pe-
ngawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat 
Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah. Dalam salah satu 
diktum Inpres tersebut termuat bahwa dalam setiap perumusan, 
penetapan dan pelaksanaan kebijakan, harus memperhatikan 
berbagai ketentuan yang ada. Sebelum penyusunan dan peneta-
pan kebijakan,  Menteri dan Kepala Lembaga agar melakukan:

a. analilis dampak kebijakan termasuk analisis risiko; dan

b. konsultasi publik sesuai peraturan perundang- undangan.

Hal ini menjadi isyarat kuat perlunya semua instansi melakukan 
analisis terhadap dampak dari setiap kebijakan yang diterbitkan-
nya dan melakukan konsultasi publik, terutama kepada pihak- 
pihak yang terkait langsung dengan regulasi dimaksud.

B. PERMASALAHAN PENDIDIKAN 

Regulasi di bidang pendidikan, merupakan regulasi yang memiliki 
dampak luas dan berimbas pada pengelolaan dan penyelenggaraan 
pendidikan secara nasional. Sehingga, dampak regulasi di bidang 
pendidikan perlu mendapat perhatian yang cukup mendalam. Ter-
lebih, bidang pendidikan merupakan investasi sumberdaya manu-
sia yang sangat menentukan peradaban di masa yang akan datang. 
Melihat demikian, maka analisis terhadap dampak regulasi di bi-
dang pendidikan perlu menjadi perhatian semua pihak, sehingga 
regulasi yang diterbitkan dapat diterapkan secara optimal. 
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Dunia pendidikan, kini masih menghadapi persoalan yang tidak 
ringan. Di dunia, seperti dilansir oleh Bank Dunia (2020), krisis 
pendidikan menjadi persoalan yang menghadang. Terdapat em-
pat penyebab utama krisis pendidikan yang terjadi, yakni: Perta-
ma, anak-anak tidak siap mengikuti pembelajaran. Kedua, guru 
sering kali kekurangan keterampilan dan motivasi yang dibu-
tuhkan. Ketiga, keterampilan manajemen sekolah yang rendah. 
Keempat, input sekolah tidak fokus pada pembelajaran. 

Dalam laporan berjudul tentang pendidikan di Indonesia, Indo-
nesia pun mengalami persoalan yang tidak ringan. Sebagaimana 
termuat dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Pen- 
didikan dan Kebudayaan 2020-2024, disebutkan berbagai per-
masalahan di antaranya, partisipasi pendidikan, hasil pembelaja-
ran, dan ketimpangan kualitas pendidikan secara geografis.    

Terkait hasil pembelajaran, terdapat isu yang berkontribusi pada 
rendahnya hasil pembelajaran peserta didik Indonesia. Pertama, 
pedagogi dan efektivitas pengajaran para guru Indonesia masih 
perlu diperbaiki. Guru sering bertindak sebagai penerus penge- 
tahuan, bukan fasilitator pembelajaran. Banyak guru disinyalir 
tidak memfokuskan pengembangan karakter dan membangkit-
kan keinginan belajar. Kedua, kurikulum yang berlaku di Indo-
nesia sering dipandang kaku dan terfokus pada konten. Tidak 
banyak kesempatan tersedia untuk betul-betul memahami ma-
teri dan berefleksi terhadap pembelajaran. Ketiga, infrastruktur 
sekolah kurang memadai, dan keempat, tata kelola pendidikan 
Indonesia juga belum mendukung maksimalnya hasil pembela-
jaran peserta didik.
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Permasalahan ini dapat disebabkan oleh keterbatasan geografis, 
regulasi, dan tata kelola. Dari segi geografis, sebagai negara kepu-
lauan Indonesia memiliki sebaran populasi yang tidak merata 
antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dari segi regulasi, 
pemanfaatan berbagai program dukungan pemerintah untuk 
pemerataan mutu belum tepat guna dan tepat sasaran. Dari segi 
tata kelola, otonomi daerah yang memberikan wewenang bagi 
pemerintah daerah memerlukan konsultasi dan kerja sama yang 
erat dengan Kemendikbud untuk memajukan mutu pendidikan 
di setiap daerah (Kemdikbud, 2020). 

Dari uraian tersebut, tata kelola, baik tata kelola pendidikan oleh 
pemerintah maupun oleh satuan pendidikan, menjadi aspek 
yang memiliki peran penting dalam pengelolaan pendidikan. 
Atas dasar itulah diperlukan analisis terhadap dampak regulasi 
di bidang tata kelola pendidikan. 

C. RIA SEBAGAI METODE ANALISIS DAMPAK REGULASI

Beragam metodologi ilmiah telah dilakukan untuk mengana-
lisis dampak dari setiap regulasi yang diterbitkan. Salah satu  
metodologi yang cukup banyak digunakan oleh banyak negara 
adalah RIA, akronim dari Regulatory Impact Analysis atau Regu-
latory Impact Assesment.  Hampir semua negara OECD (Organi-
zation for Economic Co-operation and Development) melakukan 
analisisis dampak regulasi di negaranya. (OECD, 2008).  

Akan tetapi, RIA bukan hanya digunakan sebagai sebuah metode. 
Prabandani (2019), merinci RIA, dalam tiga hal. RIA Sebagai pro 
ses, RIA sebagai alat, dan RIA sebagai logika berpikir. 
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Sebagai Proses, RIA mencakup tujuh langkah sebagai proses 
analisa kebijakan. Sedangkan sebagia alat, RIA merupakan alat 
untuk mencapai standar internasional untuk kebijakan berkuali-
tas sebagaimana tercantum dalam OECD checklist. Adapun RIA 
sebagai logika berpikir, RIA dapat digunakan oleh pengambil ke-
bijakan untuk berfikir logis, mulai dari identifikasi masalah, iden-
tifikasi pilihan untuk memecahkan masalah, serta memilih satu 
kebijakan berdasarkan analisis terhadap semua pilihan. 

Secara keseluruhan, RIA adalah pendekatan sistemik untuk me-
nilai secara kritis efek positif dan negatif dari peraturan yang di-
usulkan dan atau regulasi yang telah diberlakukan. 

Gambar 1.1. Tren adopsi penggunaan RIA dalam analisis dampak 
regulasi di negara OECD.
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Di Indonesia RIA telah digunakan sebagai alat untuk perbaikan 
kebijakan regulasi. Sejak 2003, Bappenas dengan kementerian/
lembaga lain  telah berperan  aktif dalam mengembangkan  dan  
menyosialisasikan metode RIA. Bahkan Bappenas telah me-
nyusun buku panduan pelaksanaan metode RIA pada tahun  2009 
dengan dukung an beberapa lembaga donor melalui The Asia 
Foundation. Kendati demikian, secara kelembagaan, metode ini 
belum digunakan secara resmi, baru sebatas uji coba (Bappenas, 
2011).

Pada awalnya RIA lebih banyak diterapkan untuk kebijakan 
ekonomi, terutama karena komponen Analisis Biaya-Manfaat 
yang menjadi bagian penting dalam prosesnya. Akan tetapi, be-
lakangan banyak digunakan untuk bidang lain seperti sosial dan 
lingkungan. Studi Kirkpatrick, Parker dan YinFang (2003) menun-
jukkan hal tersebut. Implementasi RIA, menurut studi tersebut,  
berpotensi meningkatkan praktik regulasi pemerintah. Dengan 
penggunaannya untuk menilai peraturan baru yang diusulkan 
dan sebagai bagian dari pemantauan proses regulasi yang ada, 
RIA dapat meningkatkan akuntabilitas regulasi, transparansi dan 
konsistensi dan karena itu berkontribusi pada peningkatan tata 
kelola peraturan di dalam negara.

Ketika diterapkan dengan benar, secara sistematis memerik-
sa potensi dampak yang timbul dari pemerintah regulasi dan 
mengomunikasikan informasi ini secara efektif. Kebijakan RIA 
juga bisa meningkatkan sifat dan hasil regulasi, yang mengarah 
pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan pengurangan           
kemiskinan. 
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Makin luasnya penggunaan RIA dalam melakukan analisis 
dampak regulasi, tak luput pula dalam kebijakan pendidikan. 
Merujuk perlunya analisis dampak regulasi di bidang tata kelo-
la pendidikan SMA, maka RIA menjadi salah satu alternatif alat 
yang diguanakan untuk melakukan analisis. 

Tata kelola pendidikan, selain berdampak pada kualitas pembe-
lajaran, juga memiliki korelasi yang kuat terhadap benefit-cost 
yang ditimbulkan. Tata kelola pendidikan di dalamnya melipu-
ti aspek input, proses, dan hasil. Dalam input terdapat berbagai 
yang menimbulkan cost, seperti   pendidik dan sarana prasarana. 
Oleh karena itu, analisis dampak regulasi dengan RIA dalam bi-
dang tata kelola menjadi satu hal yang dapat dilakukan. n
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Bab 2
Kondisi Regulasi

Tata Kelola Pendidikan 
SMA
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A. REGULASI PENDIDIKAN INDONESIA

Pendidikan memiliki makna penting dalam kehidupan manusia. 
Melalui pendidikan setiap manusia dapat menjalani kehidupan 
yang lebih baik, bermakna, dan memberi dampak pada kema-
juan bangsa. 

Ki Hajar Dewantara menyebut pendidikan sebagai proses 
menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, 
agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat 
dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tinggi-
nya. Maka, wajar apabila pendidikan dikatakan sebagai  kunci 
kemajuan suatu bangsa. Tidak ada bangsa yang maju, yang tidak 
didukung pendidikan yang kuat.  Ketahanan dan kekuatan suatu 
bangsa terletak pada bidang pendidikan.  

Begitu pentingnya pendidikan, maka penyelenggara negara 
mengatur sistem pendidikan dalam sebuah regulasi yang ter-
struktur dan teratur dari tingkat pusat hingga ke daerah, bahkan 
sampai ke tataran teknis di satuan pendidikan. Hal ini dilaku-
kan untuk memastikan  pendidikan berjalan sesuai tujuan yang 
ditetapkan.  

Demikian pentingnya pendidikan bagi sebuah bangsa, maka wa-
jar apabila bidang pendidikan mendapat perhatian yang besar 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di mana pun. Tidak 
terkecuali di Indonesia. 

Indonesia menempatkan pendidikan dalam posisi yang pen ting.  
Sistem pendidikan diatur dalam sebuah Undang-undang yak-
ni UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
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Secara lebih teknis regulasi tentang pendidikan dibagi dalam 
dua kelompok besar, yakni pengelolaan dan penyelenggaraan. 
Regulasi tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan 
tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 se-
bagaimana diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010. Secara opera-
sional diatur dalam beragam peraturan menteri pendidikan dan 
kebudayaan. 

Sejalan dengan perkembangan, peraturan perundangan ini per-
lu penyesuaian substansi pengaturan dan sinkronisasi de ngan 

 Gambar 2.1. UU dan PP yang menjadi landasan
utama regulasi bidang pendidikan

UUD 1945

UU No. 20 /2003
Sistem Pendidikan 

Nasional
UU No. 23 /2014 

Pemerintahan daerah
UU No. 14 /2005
Guru dan Dosen

PP No. 
48 /2008 

Pendanaan 
Pendidikan

PP No. 
17 /2010 

Pengelolaan 
dan Penye
lenggaraan 
Pendidikan

PP No.66 
/2010

PP No. 19 
/2005 Stan
dar Nasional 
Pendidikan

PP No.32 
/2013

PP No.13 
/2015

PP No. 47 
/2008 
Wajib 
belajar

PP No. 
74/2008 

Guru

PP No.19 
/2017

PP terkait 
Pemerintah
an Daerah

Perubahan pertama 
Perubahan kedua 
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peraturan perundang-undangan lain, di antaranya dengan Un-
dang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Kemdikbud, 2020). 

Kebijakan tentang Pemerintahan Daerah ini membawa  
konsekuensi pada pengelolaan pendidikan dan pengelolaan  
satuan pendidikan, tak terkecuali di jenjang pendidikan mene-
ngah. Banyak hal yang harus disesuaikan dalam penyelengga-
raan sekolah, terutama sekolah negeri. Mulai dari kewenangan 
pengelolaan, sistem penganggaran, pengangkatan pendidik dan 
tenaga kepen didikan, serta hal lain yang terkait dengan status se-
kolah sebagai instansi pemerintah. 

Regulasi tentang pengelolaan pendidikan dan pengelolaan satu-
an pendidikan ini, membawa dampak pada proses penyelengga-
raan pendidikan di tingkat sekolah. Oleh karena itu, diperlukan 
kejelasan regulasi tentang pembagian wewenang penyelengga-
raan  dan pengelolaan pendidikan. Hal ini yang perlu mendapat 
perhatian dari berbagai pihak. 

B. REGULASI TATA KELOLA SEKOLAH MENENGAH ATAS

Dari uraian sebelumnya telah disampaikan bahwa buku ini akan 
fokus pada regulasi yang terkait dengan tata kelola. Oleh kare-
na itu, regulasi yang menjadi bahasan adalah regulasi tata kelola 
pendidikan dan tata kelola satuan pendidikan. 

Regulasi tentang tata kelola sekolah, secara teknis tertuang dalam 
aturan meliputi: 
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a. PP No. 17 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP 
No. 66 Tahun 2010. 

b. PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP 
No. 32 Tahun 2013 dan diubah kembali dengan PP 13 tahun 
2015;

d. Pembagian kewenangan pusat dan daerah dalam bidang 
pendidikan sebagaimana tertuang dalam lampiran UU No. 
23 tahun 2014;

e. Standar Pengelolaan Pendidikan yang termuat dalam Per-
mendikbud No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan 
Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

C. PEMBAGIAN KEWENANGAN PUSAT DAERAH

Pembagian kewenangan pusat dan daerah dalam urusan pen-
didikan meliputi enam sub-urusan, yakni:

1. Manajemen pendidikan;

2. Kurikulum;

3. Akreditasi;

4. Pendidik dan tenaga kependidikan;

5. Perizinan Pendidikan; dan

6. Bahasa dan Sastra.

Enam hal inilah yang diatur pembagian kewenangannya antara 
pusat dan daerah, sehingga terjadi sinergi dalam pengelolaan 
pendidikan sesuai kewenangannya. 
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Tabel 2.1 Pembagian Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi 
dan Pemerintah Kabupaten /Kota

NO SUB URU
SAN

PEMERINTAH 
PUSAT

DAERAH 
PROVINSI

DAERAH KAB./
KOTA

1. Manaje
men Pen
didikan

Penetapan stan
dar nasional 
pendidikan.
Pengelolaan 
pendidikan 
tinggi

Pengelolaan 
pendidikan 
menengah.
Pengelolaan 
pendidikan 
khusus

Pengelolaan pen
didikan dasar.
Pengelolaan pen
didikan anak usia 
dini dan pendidi
kan nonformal.

2. Kurikulum Penetapan kuri
kulum nasional 
pendidikan me
nengah,  pen
didikan dasar, 
pendidikan 
anak usia dini, 
dan pendidikan 
nonformal.

Penetapan 
kurikulum 
muatan lokal 
pendidikan 
menengah dan 
muatan  lokal 
pendidikan 
khusus.

Penetapan kuriku
lum muatan lokal 
pendidikan dasar, 
pendidikan anak 
usia dini, dan pen
didikan nonformal.

3. Akreditasi Akreditasi per
guruan tinggi, 
pendidikan me
nengah, pen
didikan dasar, 
pendidikan 
anak usia dini, 
dan pendidikan 
nonformal.
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NO SUB URU
SAN

PEMERINTAH 
PUSAT

DAERAH 
PROVINSI

DAERAH KAB./
KOTA

4. Pendidik 
dan 
Tenaga 
Kepend
idikan

Pengendalian 
formasi pen
didik,peminda
han pendidik, 
dan pengem
bangan karier 
pendidik.
Pemindahan 
pendidik 
dan tenaga 
kependidikan 
lintas Daerah 
provinsi.

Pemindahan 
pendidik dan 
tenaga kepen
didikan lintas 
Daerah kabu
paten/kota 
dalam  satu 
daerah provin
si. Pemindahan 
pendidik,  
dan pengem
bangan karier 
pendidik.

Pemindahan pen
didik dan tenaga 
kependidikan 
dalam Daerah 
kabupaten/kota.

5. Perizinan 
Pendidi
kan

Penerbitan 
izin perguruan 
tinggi swasta 
yang diseleng
garakan oleh 
masyarakat.
Penerbitan 
izin penyeleng
garaan satuan 
pendidikan 
asing.

Penerbitan izin 
pendidikan 
menengah 
yang diseleng
garakan oleh 
masyarakat.
Penerbitan izin 
pendidikan 
khusus yang 
diselengga
rakan oleh 
masyarakat.

Penerbitan izin 
pendidikan dasar 
yang diseleng 
garakan oleh  
masyarakat.
Penerbitan izin 
pendidikan anak 
usia dini dan pen
didikan nonformal 
yang diseleng 
garakan oleh  
masyarakat.

6. Bahasa 
dan Sastra

Pembinaan ba
hasa dan sastra 
Indonesia.

Pembinaan 
bahasa dan 
sastra yang 
penuturnya 
lintas Daerah 
kabupaten/
kota dalam 
satu daerah 
provinsi.

Pembinaan bahasa 
dan sastra yang 
penuturnya dalam 
daerah kabupaten/
kota.
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Dampak  implementasi UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan 
pengelolaan pendidikan menengah, berpindah dari Pemerintah 
Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi. Efektif perpindahan 
ini terjadi pada tahun 2017 setelah terjadi pengalihan P3D (Per-
sonel,  Pendanaan, Sarana/Prasarana dan Dokumen di bidang  
pendidikan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Provinsi. 

D. KONDISI REGULASI PENDIDIKAN

Regulasi dalam dunia pendidikan tidak hanya bergantung pada 
regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian yang memiliki ke-
wenangan di bidang pendidikan. Hal ini terkait dengan status 
penyelenggara pendidikan bukan hanya dilakukan oleh masya-
rakat melainkan juga oleh pemerintah sendiri. Penyelenggaraan 
pendidikan oleh pemerintah membawa konsekuensi aturan yang 
melibatkan kementerian lain yang terkait. 

Dunia pendidikan meliputi aspek tata kelola pendidikan, penye-
lenggaraan pendidikan, dan pembelajaran. Semua spek tersebut 
saling kait mengait satu dengan lainnya. Sehingga dampak dari 
regulasi yang dibuat  harus dilihat secara menyeluruh. 

1. Pengelolaan pendidikan SMA oleh pemerintah

Pengelolaan pendidikan secara umum ditujukan untuk men-
jamin tiga hal utama dalam sistem pendidikan nasional,  
yakni:

a. akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang men-
cukupi, merata, dan terjangkau;

b. mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya  
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dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; dan

c. efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pen-
didikan.

Pengelolaan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia harus 
mengacu pada kebijakan nasional bidang pendidikan yang 
ditentukan oleh pemerintah. Kebijakan nasional bidang pen-
didikan merupakan pedoman bagi seluruh stakeholder pen-
didikan secara nasional maupun bagi pemerintah daerah.

Pengelolaan pendidikan secara terinci tertuang dalam Pera-
turan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan 
PP No. 66 tahun 2010. Dalam regulasi tersebut secara terin-
ci diuraikan bagaimana pengelolaan pendidikan oleh semua 
unsur yang terkait, yakni pengelolaan pendidikan oleh Pe-
merintah pememerintah provinsi, pemerintah kabupa ten/
kota, penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan  
masyarakat, dan oleh satuan atau program pendidikan.

Dalam pengelolaan SMA, secara khusus melibatkan langsung 
pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi. 

a. Lingkup Kewenangan Pemerintah Pusat
Lingkup kewenangan Pemerintah dalam hal ini Kemen-
terian Pendidikan dan Kebudayaan, bertanggung jawab 
mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan 
dan/atau menetapkan kebijakan nasional pendidikan. 
Serta menetapkan  standar nasional pendidikan, kuriku-
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lum nasional, dan penjaminan mutu melalui akreditasi. 
Di tingkat pemerintah, pengelolaan SMA merupakan tu-
gas pokok dan fungsi Direktorat Pembinaan SMA, Direk-
torat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemen-
terian Pendidikan dan Kebudayaan. 

b. Lingkup Kewenangan Pemerintah Provinsi
Lingkup kewenangan pemerintah di tingkat provinsi, 
Gubernur memiliki tanggung jawab me ngelola sistem 
pendidikan nasional di daerahnya serta merumuskan 
dan menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan 
sesuai kewenangannya dengan mengacu pada kebija-
kan nasional. Selain melakukan pengelolaan pendidikan, 
Pemerintah provinsi juga melakukan penyelenggaraan  
pendidikan SMA. Secara teknis operasional kewenangan 
Pemerintah Provinsi dilakukan oleh dinas yang mengu-
rusi bidang pendidikan. 

Adapun mengenai uraian lebih rinci pengelolaan SMA 
tertuang dalam PP No. 17 tahun 2010 dan lebih teknis 
dalam peraturan menteri terkait. Mengingat urusan 
pendidikan merupakan salah satu urusan wajib da-
lam kerangka otonomi daerah, maka regulasi di daerah 
juga mengikuti aturan terkait dengan UU No. 23 Tahun 
2014 serta aturan turunannya. Sebagai salah satu bidang 
yang kewenangannya diotonomikan kepada Pemerin-
tah Provinsi, pengelolaan pendidikan SMA sepenuhnya 
menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi. 



Kondisi Regulasi Tata Kelola Pendidikan SMA 21

2. Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan

Pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan merupakan 
upaya menyelenggarakan pendidikan di tingkat satuan pen-
didikan sejalan de ngan regulasi yang ditentukan peraturan 
perundangan. Pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan 
berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip 
manajemen berbasis sekolah.

Terdapat perbedaan prinsip dalam tata kelola sekolah peme-
rintah dan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. 
Sekolah pemerintah mengikuti sepenuhnya regulasi pemerin-
tah, bukan hanya dalam bidang pendidikan, melainkan juga 
perannya sebagai bagian dari birokrasi pemerintah serta sta-
tusnya sebagai pegawai pemerintah. Sedangkan sekolah yang 
diselenggarakan oleh masyarakat mengikuti aturan yang ber-
laku di lembaga pengelolanya, baik itu Yayasan atau Lembaga.

a. Kebijakan Sekolah
Satuan pendidikan memiliki tanggung jawab mengelola 
sistem pendidikan nasional di satuan pendidikannya serta 
merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan se-
suai dengan kewenangannya. Kebijakan sekolah meliputi: 

a. Visi dan misi satuan pendidikan;

b. Rencana kerja tahunan satuan pendidikan; 

c. Anggaran pendapatan dan belanja tahunan satuan 
pendidikan; dan

d. peraturan satuan  pendidikan.
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Kebijakan satuan pendidikan merupakan penjabaran dan 
selaras dengan:

a. kebijakan Pemerintah;

b. kebijakan pemerintah provinsi;

b. Kebijakan Tata Kelola Sekolah
Satuan pendidikan wajib menetapkan kebijakan tata kelo-
la pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan 
akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang mengikat:

a. satuan pendidikan ;

Lembaga  
ma syarakat

Regulasi terkait 
Pemerintah Daerah, 
Kepegawaian, dan 

Keuangan

Sekolah 
Negeri

Sekolah 
Swasta

Regulasi Pendidikan 
Pemerintah

Regulasi Pendidikan 
Pemerintah daerah

 Gambar 2.1. Perbedaan regulasi sekolah pemerintah
dan sekolah masyarakat
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b. lembaga representasi pemangku kepentingan pen-
didikan pada satuan pendidikan;

c. peserta didik satuan pendidikan;

d. orang tua/wali peserta didik di satuan pendidikan;

e. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pen-
didikan; dan

f. pihak lain yang terikat dengan satuan pendidikan.

Dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan, 
satuan pendidikan mengembangkan dan melaksanakan 
sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi 
dan komunikasi, sebagai  subsistem dari sistem informasi 
pendidikan nasional.

Sistem informasi pendidikan  memberikan akses infor-
masi administrasi pendidikan dan akses sumber pembe-
lajaran kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan pe-
serta didik.

c. Anggaran Sekolah
Satuan pendidikan mengalokasikan anggaran pen- 
didikan agar sistem pendidikan nasional di satuan pen-
didikan yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara 
efektif, efisien, dan akuntabel.

Anggaran sekolah bersumber dari pemerintah, pemerin-
tah daerah, dan masyarakat. 
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d. Penjaminan Mutu
Satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu 
pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pen-
didikan. Untuk penjaminan mutu, satuan pendidikan 
menengah bekerja sama dengan unit pelaksana teknis 
Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu 
pendidikan.

Penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai dengan  
ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

• akreditasi satuan pendidikan;

• sertifikasi kompetensi peserta didik;

• sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau

• sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Satuan atau program pendidikan yang telah atau hampir 
memenuhi Standar Nasional Pendidikan dapat mengem-
bangkan diri menjadi satuan pendidikan bertaraf inter-
nasional dan/atau berbasis keunggulan lokal. Satuan 
pendidikan juga dapat mengikuti akreditasi dan/atau 
sertifikasi internasional satuan atau program pendidikan.

e. Pembinaan Peserta Didik
Satuan pendidikan wajib melakukan pembinaan 
berkelanjutan kepada peserta  didik yang memiliki po-
tensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mencapai 
prestasi puncak di  bidang ilmu pengetahuan, teknologi, 
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seni, dan  olahraga pada tingkat satuan pendidikan, ke-
camatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan inter-
nasional.

Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif 
bagi pencapaian prestasi puncak   satuan  pendidik- 
an melakukan secara teratur kompetisi di satuan atau  
program pendidikan dalam bidang: ilmu pengetahuan,  
teknologi,  seni; dan olahraga.

Satuan atau program pendidikan memberikan penghar-
gaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. PROBLEMATIKA DALAM REGULASI

Dalam teknis pelaksanaan pendidikan di satuan pendidikan, 
ditemukan berbagai persoalan yang terkait dengan regulasi, 
khususnya regulasi dalam tata kelola satuan pendidikan. Meng-
acu pada Renstra Kemendikbud, berbagai problematika terkait 
dengan regulasi termuat dalam dokumen tersebut.  

Dalam konteks regulasi tata kelola pendidikan, juga diperlukan 
penataan kembali jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Hal ini ka-
rena perkembangan teknologi membawa dampak luas terhadap 
proses pembelajaran. Juga dalam kaitan standar pendidikan yang 
banyak mengalami perubahan. 

Selain dalam aspek pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, 
penyesuaian regulasi juga diperlukan dalam konteks substansi 
pendidikan. Di antaranya memberikan kebebasan dalam menen-
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tukan minat pembelajaran (merdeka belajar dan kampus merde-
ka), serta konsep kebebasan terkait pilihan proses pembelajaran 
(tatap muka/online), juga inovasi dalam implementasi kuriku-
lum, dan asesmen pembelajaran.

Kebijakan wajib belajar 12 tahun perlu mendapat perhatian da-
lam aspek regulasi dan implementasi. Selama ini, yang termaktub 
dalam payung UU No. 20 tahun 2003, hanyalah wajib belajar sem-
bilan tahun. Intervensi pada peningkatan kapasitas pendidikan 
menengah selama ini dipayungi oleh peraturan menteri tentang 
Pendidikan Menengah Universal (PMU), sebagai rintisan wajib 
belajar 12 tahun. 

Tata kelola pendidikan Indonesia belum mendukung maksimal-
nya hasil pembelajaran peserta didik. Ada indikasi bahwa angga-
ran yang dialokasikan untuk pelatihan guru dan bantuan sekolah 
tidak menunjukkan korelasi yang berarti dengan peningkatan 
kualitas pembelajaran. (Kemdikbud, 2020).  

Melihat kondisi regulasi demikian, maka perlu penataan regula-
si yang lebih efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan. Se-
lama ini regulasi pendidikan meliputi regulasi yang diterbitkan 
oleh pemerintah pusat dan regulasi pemerintah provinsi sesuai 
kewenangannya masing-masing. Namun dalam implementa si -
nya masih memerlukan upaya sinkronisasi dan analisis terhadap 
efekti vitas implementasi regulasi. 

F. ANALISIS DAMPAK REGULASI 

Problematika dalam regulasi kerapkali menimbulkan pertanyaan 
bagaimana sebenarnya dampak dari regulasi yang disusun pe-
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merintah terhadap tujuan yang diharapkan. Apakah sudah se-
suai dengan tujuan yang ditetapkan atau tidak? 

Hal ini memerlukan sebuah upaya analisis terhadap dampak 
yang ditimbulkan dari regulasi yang akan atau sudah diterbitkan. 
Akan tetapi dampak dari regulasi tidak bersifat tunggal, banyak 
aspek yang mempengaruhinya. Terlebih keberadaan satu regula-
si umumnya saling kait mengait dengan regulasi yang lain. 

Demikian pula halnya dalam dunia pendidikan, regulasi tata 
kelola tidak berdiri sendiri. Berbagai regulasi saling berkaitan, 
dan saling melengkapi satu dengan lainnya. Terlebih regulasi tata 
kelola pendidikan sangat besar pengaruhnya dengan aspek in-
put, proses dan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, dibutuh-
kan sebuah metodologi yang terstruktur dan komprehensif un-
tuk dapat mengetahui dampak dari sebuah regulasi mendekati 
kenyataan sesungguhnya. 

Salah satu metode yang banyak digunakan untuk melihat 
dampak regulasi adalah metode RIA, Regulatory Impact Analysis 
atau Regulatory Impact Assesment. Metode ini digunakan untuk 
melihat dampak regulasi dengan tahapan terstruktur. Buku ini 
mencoba menggunakan metode RIA dalam melihat dampak re-
gulasi pendidikan SMA, khususnya dalam bidang tata kelola. n
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Regulasi merupakan alat yang penting dalam upaya men-
capai tujuan dari sebuah kebijakan yang ditentukan.  Oleh 
karena itu, regulasi menjadi alat bagi pemerintah di ma na 

pun dalam menjalankan kebijakannya. 

Untuk mendapatkan kualitas regulasi yang sesuai harapan,  
perancangan regulasi membutuhkan proses dan tahapan yang 
sangat kompleks. Dibutuhkan intervensi yang menyeluruh, baik 
dalam kebijakan, undang-undang, peraturan, atau jenis aturan 
lainnya. 

Tak jarang Pemerintah tidak sepenuhnya mempertimbang-
kan kemungkinan dampak dari kebijakan yang dihasilkannya.  
Intervensi menyeluruh dalam penyusunan regulasi, dalam bebe-
rapa kasus membutuhkan biaya besar ketimbang manfaat yang 
diharapkan. Akibatnya, ada banyak contoh konsekuensi yang 
tidak diinginkan dan, pada akhirnya, dampak negatif bagi war-
ga negara, bisnis, dan masyarakat secara keseluruhan yang pada 
dasarnya dihasilkan dari intervensi yang dirancang dengan tidak 
matang. 

Seringkali, dampak negatif ini lebih dirasakan oleh konstituen 
yang lebih kecil, tidak terorganisir, sulit dijangkau, kurang infor-
masi atau terpinggirkan dalam masyarakat. Dengan demikian, 
hal tersebut merusak pencapaian pertumbuhan inklusif, pem-
bangunan berkelanjutan, membangun kepercayaan dan menjaga 
integritas supremasi hukum.

Tahapan yang sangat penting dan diperlukan dalam melihat  
efektivitas regulasi adalah dengan melakukan analisis secara 
komprehensif. Salah satu pisau analisis yang dapat digunakan 
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adalah dengan Regulatory Impact Analysis (RIA). Metode RIA 
ini  telah banyak digunakan secara luas oleh berbagai instansi un-
tuk melihat sejauh mana regulasi yang mereka buat memberikan 
dampak sesuai yang diharapkan.  

A. DEFINISI REGULATORY IMPACT ANALYSIS

Regulatory Impact Analysis atau disingkat menjadi RIA adalah 
alat fundamental untuk membantu pemerintah dalam menilai 
dampak regulasi. Singkatan ini kerap juga disebut sebagai Regu-
latory Impact Assesment.  

RIA dipandang dari berbagai sisi. OECD (2020) memandang RIA 
sebagai sebuah pendekatan. Sementara berbagai pihak melihat 
RIA sebagai proses, sebagai alat logika berpikir (Bappenas, 2011). 
Beberapa publikasi menyebutnya sebagai metode. Namun, secara 
umum, RIA merupakan alat untuk melakukan analisis terhadap 
dampak dari sebuah kebijakan.

Secara umum, RIA adalah suatu metode yang digunakan dalam 
melakukan analisis terhadap kebijakan. Analisis kebijakan adalah 
disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode 
penelitian dan argumen untuk menghasilkan informasi relevan 
terkait dengan kebijakan. Hasil analisis dapat digunakan untuk 
memecahkan berbagai persoalan yang timbul dalam kebijakan. 

Analisis kebijakan dilakukan umumnya dalam menentukan lang-
kah-langkah yang ha rus dijalankan dalam penyusunan suatu 
aturan. RIA pertama kali diterapkan sebagai suatu proses dalam 
pemerintahan Amerika pada tahun 1970-an. Namun mulai po 
puler setelah OECD mulai menerapkan ide dan mempublikasi-
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kan RIA pada bulan Maret 1995 dalam bentuk pedoman penera-
pan RIA. Penggunaan RIA untuk pengajuan peraturan baru telah 
diwajibkan di pemerintah pusat Inggris sejak tahun 1998 dan pe-
doman RIA diperkenalkan pada tahun 2000 untuk departemen 
pemerintahan di Inggris. 

Metode RIA makin populer di awal tahun 2000-an, dan banyak 
digunakan di negara-negara maju. Terlebih metode ini bukan 
hanya digunakan untuk menyusun regulasi, melainkan juga 
dilakukan untuk menganalisis dampak dari regulasi yang telah 
diterapkan.

RIA digunakan untuk memeriksa dan mengukur kemungkinan 
manfaat, biaya dan efek dari peraturan baru atau yang sudah ada.  
Implementasi RIA mendukung proses pembuatan kebijakan de-
ngan memberikan kontribusi data empiris yang berharga untuk 
keputusan kebijakan, dan melalui konstruksi kerangka keputus-
an yang rasional untuk memeriksa implikasi dari opsi kebijakan 
regulasi yang potensial. 

Ini merupakan faktor penting dalam menanggapi dampak 
ekonomi modern dari pasar internasional yang terbuka dan ken-
dala anggaran, dan konsekuensi dari tuntutan kebijakan yang 
bersaing. Fitur utama RIA adalah pertimbangannya terhadap po-
tensi dampak ekonomi dari rancangan sebuah regulasi. RIA ada-
lah alat kebijakan penting untuk kualitas regulasi. 

Tujuan keseluruhan RIA adalah membantu pembuat kebijakan 
agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang di-
harapkan dan berfungsi secara  efisien. Penggunaan RIA dapat 
berkontribusi pada efektivitas proses pembuatan kebijakan dan 
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memiliki dampak pada peningkatan kesejahteraan sosial. OECD, 
menjadi pelopor di bidang reformasi regulasi, juga berkontri-
busi dalam penyebaran pengetahuan dan keahlian RIA dengan 
mengidentifikasi praktik terbaik di negara-negara OECD.

B. KEGUNAAN  DAN MANFAAT RIA

Metode RIA dapat digunakan untuk berbagai keperluan,  
di antaranya:

1. Digunakan untuk menyusun regulasi baru; 

2. Digunakan untuk mereviu regulasi yang sudah ada;

3. Digunakan untuk memunculkan inisiatif-inisiatif baru.

RIA pada dasarnya digunakan untuk menilai suatu regulasi da-
lam hal, antara lain: 

• relevansi antara kebutuhan masyarakat dan sasaran  
kebijak an, 

• kebutuhan terhadap intervensi pemerintah;

• efisiensi antara input dan output; 

• efektivitas antara sasaran kebijakan dan hasil, dan 

• keberlanjutan antara kebutuhan masyarakat dan hasil sebe-
lum diterapkannya atau diubahnya suatu regulasi. 

1. RIA dalam Penyusunan Regulasi Baru

Dalam menyusun regulasi baru, RIA merupakan tahapan 
yang harus ditempuh hingga diperoleh regulasi yang diterap-
kan. Tahapan penyusunan regulasi dengan metode RIA akan 
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disajikan pada bagian selanjutnya. Akan tetapi yang perlu 
dicermati dalam hal ini adalah bahwa tahapan RIA dilaku-
kan untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan dapat 
memiliki efektivitas dan daya guna bagi masyrakat. 

2. RIA untuk Mereviu Kebijakan yang Sudah Ada 

Secara  umum  ada  beberapa  pertimbangan  yang  dapat  di-
gunakan sebagai  acuan  untuk  memutuskan  kapan  sebuah 
kebijakan perlu direviu,  yaitu:  

1. Berdasarkan kebijakan/peraturan  yang lebih  tinggi ke-
bijakan tersebut memang harus direviu; 

2. Kebijakan tersebut sudah cukup lama diberlakukan dan    
terbuka    kemungkinan    adanya opsi/pilihan  baru  yang  
sebelumnya  tidak  ada;  

3. Kebijakan tersebut  dianggap bermasalah.    

Penerapan RIA harus sampai pada sebuah  kesimpulan  se-
bagai berikut:

1. kebijakan tersebut akan dipertahankan sebagaimana   
adanya;   

2. direvisi pada   bagian   tertentu;   atau   

3. diganti dengan kebijakan yang baru.

Keputusan apapun yang diperoleh dari hasil analisis, tahapan 
selanjutnya yang harus dilakukan selayaknya menggunakan 
tahapan sesuai dengan RIA. Ketika diputuskan perlu regulasi 
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baru, maka penyusunan regulasi baru mengacu pada tahap-
an RIA.

C. MANFAAT ANALISIS DAMPAK REGULASI

Pada awalnya ada anggapan metode RIA hanya untuk kebijakan 
di bidang ekonomi. Akan tetapi belakangan RIA digunakan un-
tuk bidang sosial dan lingkungan. Dengan kata lain dapat digu-
nakan selain untuk kebijakan ekonomi. 

RIA digunakan untuk mengukur dampak dan  mengetahui ke-
bermanfaatan sebuah regulasi. Regulasi yang tidak efektif harus 
segera dilakukan reviu, dan ketika menyusun regulasi baru ha-
rus benar-benar dipastikan bahwa regulasi baru dalam berfungsi 
optimal. 

Melihat manfaat regulasi demikian, maka  RIA pada prinsip nya 
dapat digunakan untuk semua bidang termasuk pendidikan. 
Melalui RIA, efektivitas regulasi dapat dianalisis dan diambil 
langkah-langkah yang cepat untuk memastikan regulasi berjalan 
baik. Oleh karena itu. RIA harus dijalankan secara kontinu untuk 
memantau efektifivitas regulasi.  

Dalam bidang pendidikan, dampak dari sebuah regulasi dapat 
dilihat dari efektivitas proses pendidikan yang dijalankan oleh 
satuan pendidikan.  Proses pendidikan di satuan pendidikan 
benar-benar mengacu pada regulasi yang ditetapkan. Di sinilah 
keunikan regulasi di bidang pendidikan, proses pendidikan yang 
dilakukan oleh satuan pendidikan bergantung pada konteks 
lokalnya, yakni:
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• Kondisi peserta didik;

• Daya dukung lingkungan sekolah;

• Konteks lokal di mana sekolah berada.

Dengan demikian maka regulasi yang disusun harus memberi 
ruang kepada satuan pendidikan untuk melakukan proses pen-
didikan dengan mempertimbangkan ketiga faktor penting terse-
but. Kebijakan yang sangat teknis dan tidak memberi ruang imple-
mentasi kebijakan sesuai ketiga faktor tersebut, cenderung hanya 
menjadikan sekolah bekerja secara mekanistis dan mengikis nilai 
humanistik dalam dunia pendidikan.  

Dengan demikian, manfaat dari RIA dalam dunia pendidikan 
adalah menghasilkan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan 
satuan pendidikan dalam melakukan proses pendidikan yang 
humanis sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dampak ke-
bijakan tidak bisa diukur secara langsung dari hasil pendidikan 
melainkan dari proses pendidikan di satuan pendidikan yang  
optimal. 

D. RUANG LINGKUP RIA

RIA merupakan proses analisis dan pengomunikasian secara sis-
tematis terhadap kebijakan, baik kebijakan baru maupun kebijak-
an yang sudah ada. 

Ruang lingkup implementasi RIA meliputi: 

• metode RIA mencakup kegiatan analisis dan pengomunika-
sian; 
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• objek metode RIA adalah kebijakan, baik berbentuk peratur-
an ataupun non-peraturan;

• metode RIA dapat diterapkan untuk kebijakan baru maupun 
untuk kebijakan yang sudah ada

OECD (2019) mengidentifikasi bahwa keberhasilan RIA ditentu-
kan oleh:

• Selalu mulai dari tahap permulaan proses pembuatan regu-
lasi;

• Identifikasi masalah dan tujuan proposal yang diinginkan 
dengan jelas;

• Identifikasi dan evaluasi semua solusi alternatif potensial 
(termasuk solusi non-regulasi);

• Selalu berusaha untuk menilai semua potensi biaya dan man-
faat, baik langsung maupun tidak langsung;

• Berdasarkan semua bukti yang tersedia dan keahlian ilmiah;

• Dikembangkan secara transparan dengan pemangku 
kepentingan, dan hasil dikomunikasikan dengan jelas.

E. TAHAPAN RIA

Tahapan analisis dengan metode RIA secara umum meliputi tu-
juh langkah sebagai berikut:

1. Memformulasikan masalah;

2. Mengidentifikasi tujuan yang hendak dicapai;

3. Menentukan alternatif-alternatif kebijakan;



Dampak Regulasi Tata Kelola SMA Terhadap Peningkatan Mutu SMA38

Gambar 3.1.  Langkah Metode RIA

4. Analisis Cost-Benefit;

5. Pemilihan alternatif kebijakan;

6. Strategi Implementasi;

7. Konsultasi publik pada setiap tahapan.

Secara skematis dapat dilihat pada Gambar 3.1. Namun, Dalam 
publikasi Bappenas tahapan disusun lebih umum untuk semua 
bidang dengan lima tahapan sebagaimana ditampilkan pada 
Gambar 3.2. Dalam tahapan ini tidak secara tegas disebutkan per-
lunya analisis cost-benefit, meskipun hal ini menjadi satu langkah 
penting dalam menganalisis regulasi dengan metoda RIA. 

Tahapan RIA menurut versi Bappenas adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi dan analisis masalah terkait kebijakan;

2. Penetapan tujuan; 
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Gambar 3.2 . Langkah Metode RIA versi Bappenas

3. Pengembangan berbagai pilihan/alternatif kebijakan untuk 
mencapai tujuan.

4. Penilaian terhadap berbagai alternatif kebijakan dan pemi-
lihan kebijakan terbaik. Dalam tahap penilaian ini, analisis 
dilakukan terhadap semua aspek termasuk biaya (cost) dan 
manfaatnya (benefit). 

5. Penyusunan strategi implementasi.  

6. Partisipasi masyarakat di semua proses. 

Untuk lebih memudahkan langkah operasional, tahapan RIA ver-
si Bappenas pada langkah keempat dirinci menjadi dua ta hapan.  
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Untuk lebih rinci bagaimana langkah yang dilakukan pada ma-
sing-masing tahapan, selanjutnya diurai pada pembahas an se-
cara rinci.

Langkah #1: 

Identifikasi dan analisis masalah terkait kebijakan

• Langkah ini dilakukan agar semua pihak, khususnya 
pengambil kebijakan, dapat melihat dengan jelas masalah apa 
sebenarnya yang dihadapi dan hendak dipecahkan dengan 
kebijakan tersebut.

• Pada tahap ini, sangat penting untuk membedakan antara 
masalah (problem) dan gejala (symptom), karena yang hen-
dak dipecahkan adalah masalah, bukan gejalanya.

• Untuk menenentukan masalah, tentukan gap antara ke-
nyataan yang terjadi dan kondisi yang diinginkan, lihat ge-
jalanya, tentukan perilaku bermasalah dan penyebab, serta 
akar masalah. 

• Contoh pertanyaan Kunci:

 » Apa masalah inti yang dihadapi?

 » Mengapa hal itu terjadi? Apa dampaknya jika hal ini te-
rus berlanjut?

 » Siapa yang berperan? Bagaimana ia melakukannya? Apa 
alasannya?
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 » Apa yang perlu dilakukan agar pelaku mau melakukan 
sesuai harapan?

 » Bagaimana anggapan umum stakeholders?

MANFAAT LANGKHALANGKAH METODE IDENTIFIKASI

Bandingkan antara 
kondisi faktual dan  

kondisi yang di
inginkan

• Menganalisi masa
lah yang paling 
mendasar

• Pelaku
• Dampaknya

• Membuat pertanyaan 
kunci;

• Membuat pohon 
masalah

• Fishbone
• Mind mapping
• Studi Literatur

Langkah #2  

Identifikasi dan Penetapan tujuan 

• Setelah masalah teridentifikasi, selanjutnya perlu ditetapkan 
apa sebenarnya tujuan kebijakan yang hendak diambil. 

• Tujuan ini menjadi satu komponen yang sangat penting, kare-
na ketika suatu saat dilakukan penilaian terhadap efektivitas 
sebuah kebijakan, maka yang dimaksud dengan “efektivitas” 
adalah apakah tujuan kebijakan tersebut tercapai ataukah 
tidak.

• Untuk menganalisis ketepatan tujuan, dapat dilakukan de-
ngan metode berikut: 

 » Susun pertanyaan kunci dan jawab.
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 » Buat pohon tujuan;

 » Pengembangan Fish Bone
 
analysis;

 » Studi literatur; 

 » Merujuk pada tujuan yang tertuang dalam arah kebijakan 
(regulasi)

Langkah #3 

Pengembangan berbagai pilihan/alternatif kebijakan 
untuk mencapai tujuan.

• Setelah masalah yang hendak dipecahkan dan tujuan kebi-
jakan sudah jelas, langkah berikutnya adalah melihat pilih-
an apa saja yang ada atau bisa diambil untuk memecahkan 
masalah tersebut. 

• Dalam metode RIA, pilihan atau alternatif pertama adalah 
“do nothing”  atau tidak melakukan apa-apa, yang pada ta-
hap berikutnya akan dianggap sebagai kondisi awal (base-
line) untuk dibandingkan dengan berbagai opsi/pilihan yang 
ada. 

• Pada tahap ini, penting untuk melibatkan stakeholders dari 
berbagai latar belakang dan kepentingan guna mendapatkan 
gambaran seluas-luasnya tentang opsi/pilihan apa saja yang 
tersedia.

• Tentukan 3 atau 4 alternatif terbaik, termasuk alternatif "do 
nothing", baik berupa regulasi maupun non-regulasi. 
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Langkah #4 

Penilaian terhadap pilihan alternatif kebijakan

• Setelah berbagai opsi/pilihan untuk memecahkan masalah 
teridentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan seleksi 
terhadap berbagai pilihan tersebut. 

• Proses seleksi diawali dengan penilaian dari aspek legalitas, 
karena setiap opsi/pilihan tidak boleh bertentangan dengan 
peraturan perundang undangan yang berlaku. Di sinilah per-
lunya melakukan pemetaan regulasi. 

• Untuk pilihan-pilihan yang tidak bertentangan dengan pera-
turan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan analisis 
terhadap biaya (cost) dan manfaat (benefit) pada setisp pilih an.

• Secara sederhana, “biaya” adalah hal-hal negatif atau me-
rugikan suatu pihak jika pilihan tersebut diambil, sedang-
kan“manfaat” adalah hal-hal positif atau menguntungkan 
suatu pihak. 

• Biaya atau manfaat dalam hal ini tidak selalu diartikan“uang”. 

• Oleh karena itu, dalam konteks identifikasi biaya dan manfaat 
sebuah kebijakan, perlu dilakukan identifikasi tentang siapa 
saja yang terkena dampak dan siapa saja yang mendapatkan 
manfaat akibat adanya suatu pilihan kebijakan (termasuk ka-
lau kebijakan yang diambil adalah tidak melakukan apa-apa 
atau do nothing). 

• Berikut analisis, pertanyaan kunci dan pelaksanaan dalam 
melakukan analisis cost-benefit:
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ANALIS PERTANYAAN KUNCI PELAKSANAAN

Menganalisa 
manfaat dan 
biaya untuk 
semua alter

natif tindakan, 
sehingga dipilih 
alternatif terbaik

• Manfaat/biaya apa 
sajakah yang timbul dari 
setiap alternatif?

• Apakah menghasilkan 
manfaat/biaya yang 
diinginkan? Apakah ada 
dampak lainnya?

• Bagaimana dengan 
manfaat/biaya bagi 
pemerintah, konsumen, 
masyarakat, pelaku usaha, 
dan ekonomi secara  
keseluruhan?

• Apakah manfaat lebih 
besar dari biayanya?

• Sedapat mungkin 
kuantitaif

• Biaya tidak selalu 
berkonotasi uang

• Analisa dilakukan 
secara Sederha
na,  Komprehen
sif, dan melibat
kan ahli

• Do nothing me 
rupakan baseline 
untuk melihat be
rapa besar biaya/
manfaat

Untuk mengetahui apa yang dimaksu dengan manfaat dan biaya, 
dapat disajikan sebagai berikut:

MANFAAT BIAYA

• Merupakan manfaat yang 
diterima oleh stake 
holder (langsung dan tidak 
langsung) atas suatu kebijakan/
pelaksanaan pembangunan.

• Manfaat secara langsung 
dapat dilihat melalui dampak 
pembangunan (termasuk future 
impact) yang dapat dirasakan 
oleh masyarakat.

• Manfaat tidak langsung dapat 
berupa peningkatan kese
jahteraan dalam jangka waktu 
tertentu.

Biaya dapat digolongkan 
menjadi biaya persiapan, 

biaya investasi, biaya opera
sional, serta pemeliharaan dan 

perbaikan
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Langkah #5 

Pemilihan kebijakan terbaik. 

• Analisis Biaya-Manfaat kemudian dijadikan dasar untuk 
mengambil keputusan tentang opsi/pilihan apa yang akan 
diambil; 

• Bandingkan antara satu opsi dan opsi lainnya berdasarkan 
perbandingan antara biaya dan manfaat satu dengan lainnya;

• Opsi/pilihan yang diambil adalah yang mempunyai manfaat 
bersih (net benefit), yaitu jumlah semua manfaat dikurangi 
dengan jumlah semua biaya, terbesar.

Langkah #6:  

Penyusunan strategi implementasi 

• Langkah ini diambil berdasarkan kesadaran bahwa sebuah 
kebijakan tidak bisa berjalan secara otomatis setelah kebija-
kan tersebut ditetapkan atau diambil. 

• Dengan demikian, pemerintah dan pihak lain yang terkait 
tidak hanya tahu mengenai apa yang akan dilakukan, tetapi 
juga bagaimana akan melakukannya. 

• Tahapan dimulai dengan sosialisasi terhadap regulasi yang 
dibuat serta kontennya. Juga diuraikan tujuan dan manfaat 
yang ingin dicapai dari hadirnya regulasi tersebut. 
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Langlah #7:

Konsultasi Publik dalam setiap tahapan 

• Semua tahapan tersebut diatas harus dilakukan dengan meli-
batkan berbagai komponen yang terkait, baik secara langsung 
maupun tidak langsung, dengan kebijakan yang disusun.

• Komponen masyarakat yang mutlak harus didengar suara- 
nya adalah mereka yang akan menerima dampak adanya ke-
bijakan tersebut (key stakeholder).

• Keterlibatan publik dilakukan:

 » Pada setiap tahapan

 » Memastikan rumusan masalahnya tepat, persepsinya 
se suai

 » Mendapat masukan atas opsi yang dipilih;

 » Masukan dan konfirmasi mengenai biaya/manfaat

 » Masukan atas kemungkinan implementasi.

• Untuk melakukan pelibatan publik dalam setiap tahapan, 
perlu langkah sebagai berikut:

 » Tentukan tujuan dari setiap keterlibatan publik yang di-
libatkan;

 » Buat rencana rinci tentang hal berikut:

• identifikasi siapa stakeholder yang terkait langsung 
dengan kebijakan atau regulasi yang disusun dan 
buat daftarnya;
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• tentukan mekanisme/cara dalam menentukan keter-
libatan publlik apakah melalui diskusi, usulan tertu-
lis, pengisian insteumen, atau cara lain yang relevan;

• tentukan info apa yg akan digali dari semua pihak.

 » Lakukan Pelaksanaan secara bersama dengan semua pi-
hak, yakni:

• antar instansi terkait;

• kontstituen terdampak;

• masyarakat pendukung;

• pihak terkait lainnya. 

 » Pastikan keterlibatan stakeholder terlaksana di setiap ta-
hapan:

• Memastikan rumusan masalahnya tepat dan persep-
sinya sesuai;

• Menyetujui bersama tentang tujuan yang ingin dica-
pai;

• Mendapat masukan atas opsi-opsi yang dapat dite-
rapkan sebagai regulasi untuk mencapai tujuan yang 
diinginkan;

• Masukan dan konfirmasi mengenai biaya dan man-
faat dari setiap opsi yang ditentukan, sehingga tiap 
opsi dapat ditentukan biaya dan manfaatnya;
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• Menentukan opsi terbaik yang menjadi pilihan ber-
dasarkan hasil penilaian;

• Masukan dari semua stakeholder  atas kemungkinan 
implementasi dan langkah-langkah dalam mengim-
plementasikan regulasi yang disusun.

F. PENYUSUNAN LAPORAN RIA

Laporan hasil analisis dengan RIA basanya disebut sebagai RIA 
Statement (RIAS). RIAS merupakan Naskah Akademik yang 
menjadi lampiran dari sebuah rancangan peraturan. 

Dalam penyusunan RIAS, secara umum  disajikan dalam  lima 
bab yakni:

RIA STATEMENT NASKAH AKADEMIK

Latar Belakang
Pokok masalah

BAB I. PENDAHULUAN

Pokok Masalah
Rumusan Tujuan 

BAB II. KAJIAN TEORETIS DAN PRAK
TIK EMPIRIS

Alternatif Tindakan BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERA
TURAN PERUNDANGUNDANGAN 

Analisis manfaat dan biaya BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSI
OLOGIS, DAN YURIDIS

Rencana Strategi Implementasi BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGA
TURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI 
REGULASI
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Bab 4
Analisis Regulasi 

Tata Kelola
untuk Peningkatan 

Mutu Pendidikan 
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IDENTIFIKASI 
MASALAH

PENENTUAN 
TUJUAN

ALTERNATIF 
KEBIJAKAN

• Menampilkan berbagai 
per masalahan dalam pen
didikan di jenjang SMA di 
semua aspek.

• Mengidentifikasi permasala
han tata kelola sebagai kunci.

• Analisis situasi dan kondisi.

• Menampilkan tujuan yang 
ingin dicapai dalam pendidi
kan di jenjang SMA.

• Menentukan tujuan antara 
dengan perbaikan tata kelola 
satuan pendidikan SMA.

• Menampilkan bebe rapa 
alternatif regulasi kun
ci untuk memperbaiki 
keadaan pendidikan 
SMA.

• Alternatif ditentukan 
yang paling memung
kinkan dilakukan secacar 
cepat.  

Berdasarkan kondisi regulasi SMA saat ini dapat dilakukan 
analisis dengan metoda RIA. Analisis dilakukan ter hadap 
berbagai problematika dalam dunia pendidikan dan 

relasinya dengan aspek regulasi tata kelola.   

A. TAHAPAN ANALISIS

Langkah analisis dilakukan dengan enam tahapan yang diambil 
dengan mengadaptasi tahapan RIA yang umum dilakukan dan 
tahapan versi Bappenas. Terdapat enam tahapan yang dilakukan  

 Gambar 4.1.  Ringkasan Tahapan analisis regulasi tata kelola SMA

KONSULTASI PUBLIK 
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PENILAIAN  
ALTERNATIF 
KEBIJAKAN 

PENETAPAN 
KEBIJAKAN 

TERPILIH

STRATEGI   
 IMPLEMENTASI

• Menilai alternatif regulasi 
yang disusun dan menetu
kan efektifitasnya;

• Membandingkan masing 
masing alternatif dari 
semua aspek sesuai tujuan 
yang diharap kan khusus
nya dari aspek cost-ben-
efit. 

• Menampilkan kriteria re
gulasi terpilih yang paling 
memberi dampak baik.

• Menampilkan alternatif re
gulasi terpilih yang paling 
seauai untuk mencapai tu
juan yang diharapkan.

• Menentukan prasyarat untuk 
memberikan daya dukung 
terhadap efektivitas imple
mentasi.

• Langkahlanglah dan tahap
an implementasi.

yakni (1) Identifikasi masalah; (2) Penentuan tujuan; (3) Alternatif 
kebijakan; (4) Penilaian alternatif kebijakan; (5) Penetapan Kebi-
jakan terpilih; dan (6) Strategi implementasi. Secara rinci dapat 
dilihat  pada Gambar 4.1. 

Masing-masing tahapan dilakukan secara komprehensif dari 
semua aspek sebelum menjurus pada aspek tata kelola. Hal ini 
dilakukan untuk memastikan proses analisis dilakukan dengan 
benar sesuai tujuan yang diharapkan  dan mampu menghasilkan 
regulasi yang benar-benar efektif sesuai dengan tujuan yang di-
harapkan. 
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B. LANGKAH ANALISIS 

Berdasarkan tahapan analisis sesuai dengan metode RIA, dilaku-
kan langkah-langkah untuk menganalisis dampak regulasi da-
lam bidang tata kelola SMA sebagai berikut:

#1. Identifikasi Masalah

Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan iden-
tifikasi masalah tata kelola pendidikan. Identifikasi masalah 
dihimpun dari  berbagai kegiatan dengan stakeholder pen-
didikan, baik dalam kegiatan sosialisasi, workshop, maupun 
rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, MKKS, 
Sekolah maupun Komite Sekolah. masalah dihimpun dan di-
pilah yang terkait langsung dengan tata kelola, baik di ting-
kat satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, maupun 
pemerintah. 

a. Analisis Masalah dalam Pendidikan
Masalah dalam bidang pendidikan SMA secara umum 
terdiri atas dua persoalan besar, yakni masalah kuali-
tas dan kesenjangan. Secara rinci masalah tersebut se-
bagaimana ditampilkan pada Tabel 4.1. Secara rinci per-
soalan yang dapat dihimpun dikelompokkan dalam alur 
input, proses, hasil, serta tata kelola, de ngan klasifikasi  
masalah sebagaimana ditampilkan pada Gambar 4.2. 
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Tabel 4.1.  Masalah Utama Pendidikan SMA   
Inti persoalan  Indikator Uraian
Kualitas • Nilai PISA yang masih 

di bawah rata-rata dan 
menunjukkan bahwa 
ha nya 30% peserta didik 
yang mencapai kompe-
tensi minimun dalam 
membaca;

Kompetensi  
literasi dan nu-
merasi yang ren-
dah sebagai akibat 
kualitas pembela-
jaran yang rendah.

• Indeks Mutu Baik 
sekolah hanya 23,5% 
sekolah SMA;

Tata kelola se-
kolah SMA yang 
tidak optimal.

• SMA yang terakreditasi 
A hanya 19,7%;

Tata kelola se-
kolah SMA yang 
tidak optimal.

• Penggunaan teknologi di 
sekolah jauh tertinggal 
dari perkembangan di 
dunia nyata.

Pembelajaran 
yang tidak opti-
mal.

Kesenjangan • Kesenjangan kualitas an-
tardaerah, yakni antara 
kota dan desa, antara 
Jawa dan Luar Jawa; 

Layanan dan kua-
litas pembelajaran 
tidak merata.

• Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) yang 
belum merata, di mana 
pendidikan merupakan 
salah satu indikator di 
dalamnya; 

Pembangunan 
sumber daya 
manusia tidak 
merata.
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Gambar 4.2. Pemetaan masalah pendidikan SMA berdasarkan alur 
Input-Proses dan Output

Masalah dalam Tata Kelola Satuan Pendidikan

Masalah me
menuhi kecukup

an Input 

• Hasil Belajar siswa 
rendah (kemam 
puan membaca 
dan numerasi 
lemah, keteram
pilan tidak sesuai 
kebutuhan zaman)

• Karakter Siswa 
masih perlu dikuat
kan.

• Kualitas proses 
pembelajaran (belum 
terjadi kolaborasi dan 
refleksi dalam pembe
lajaran)

• Iklim /suasana/ling
kungan sekolah yang 
belum kondusif (sani
tasi belum memadai, 
interaksi sosial lemah, 
budaya sekolah belum 
kuat, eksklusif)

• TIK dalam pembelaja
ran lemah.

• Kondisi GTK (pe 
merataan kecukupan,  
kompetensi, dan 
pengembangan diri)

• Kurikulum (lemahnya 
implementasi kuriku
lum sesuai ide, desain, 
dan dokumen)

• Sarana Prasarana 
(keterbatasan jumlah 
dan kesesuaian)

• Pendanaan (kecuku
pan dan keterbatas 
sumber)

Masalah dalam Tata Kelola  Pemda

• Pengelolaan Sekolah belum 
optimal;

• Partisipasi masyarakat rendah
• Implementasi TIK administrasi 

lemah

Masalah dalam Tata Kelola Pusat

• Regulasi belum optimal;
• Dana terbatas;
• Pola manajemen hierarkis;
• Belum fokus pada peningkatan 

kualitas belajar;

DAMPAK: 
Ketidaksiapan meng

hadapai tantangan 
kehidupan

Masalah dalam 
menghadirkan 
kualitas proses

Masalah men
capai kualitas 

hasil

• Regulasi belum optimal dan sin
kron dengan Regulasi Pusat;

• Dana terbatas;
• Pola manajemen hierarkis;
• Belum fokus pada peningkatan 

kualitas belajar
• Belum optimal mengembangkan 

inovasi tata kelola
• Pemanfaatan TIK dalam tata kelola 

belum optimal
• Pengaruh politik kuat.

• Belum optimal mengembangkan 
inovasi tata kelola

• Pemanfaatan TIK dalam tata kelola 
belum optimal

• Regulasi kurang  efektif men 
dorong kemandirian sekolah

• Belum optimal mengembangkan 
inovasi tata kelola

• Pengaruh politik kuat.
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Secara terinci berikut permasalahan yang dihadapi saat 
ini, sebagai berikut:

(1) Masalah dalam Hasil Pendidikan
Permasalahan yang dihadapi dalam hasil pendidikan  
antara lain:

(a) Masih rendahnya kualitas hasil belajar yang ditunjuk-
kan oleh:

(1)  Rendahnya hasil penilaian oleh pemerintah yakni 
ujian nasional;

(2)  Nilai PISA yang masih di bawah rata-rata dan 
menunjukkan bahwa ha nya 30% peserta didik 
yang mencapai kompetensi minimun dalam 
membaca;

(3)  Kualitas hasil pendidikan tidak merata.

(b) Karakter siswa yang masih perlu ditingkatkan.

(2) Masalah dalam Proses Pendidikan
Dalam proses pendidikan terdapat tiga masalah yang ber-
muara pada tidak tercapainya hasil pendidikan, yakni:

(a) Kualitas proses pembelajaran 

Kualitas pembelajaran belum optimal dan tidak me-
rata. Hal ini berdampak pada rendahnya hasil pen-
didikan. 
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(b) Iklim /suasana/lingkungan sekolah

Iklim di sekolah belum menunjukkan suasana be-
lajar dan lingkungan sekolah yang belum memadai 
sebagai lingkungan yang aman, nyaman, dan menye-
nangkan bagi siswa. 

Keterbatasan sarana prasarana dasar di sekolah, se-
perti sanitasi sekolah dan ruang aktivitas siswa men-
jadi salah satu persoalan. Demikian pula dengan  
penguatan budaya sekolah yang kurang mendapat 
perhatian.  

(c) Penggunaan TIK dalam pembelajaran 

Sumber belajar berbasis TIK menjadi  sumber belajar 
yang sangat penting dalam pembelajaran masa kini 
dan ke depan. Oleh karena itu pembelajaran berbasis 
TIK merupakan sebuah keniscayaan. Sementara kon-
disi saat ini, proses pembelajaran belum memanfaat-
kan TIK secara optimal karena berbagai keterbatasan. 

(3) Masalah dalam Input Pendidikan
Masalah dalam input pendidikan meliputi semua kom-
ponen yang dibutuhkan untuk terlaksananya proses pen-
didikan. 

(a) Kecukupan dan Kualitas GTK

Hasil pendidikan sangat ditentukan oleh jumlah dan 
kualitas guru dan tenaga kependidikan yang memadai. 
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Secara nasional, rasio guru berbanding siswa ber-
dasarkan data Dapodik di awal tahun 2020 cukup 
baik, yakni 1: 16, dan sekolah berbanding guru 1: 22. 
Namun hal ini masih menghadapi persoalan yang 
perlu mendapat perhatian, yakni: 

(1)  Terjadi ketimpangan kecukupan guru antara se-
kolah di kota dan desa, dan di Jawa dan luar Jawa.

(2) Masih rendahnya kompetensi guru yang ditun-
jukkan dengan hasil Uji Kompetensi Guru yang 
juga disebabkan belum optimalnya pola pelati-
han yang dijalankan; 

(3) Data kecukupan guru tiap sekolah selalu berubah 
karena jumlah rombel yang tidak ajeg dan tidak 
ada patokan; 

(4)  Sulitnya menentukan jumlah kebutuhan guru 
secara optimal tiap sekolah mengingat jumlah 
rombel tidak ajeg. 

(b) Masalah Kurikulum

Penerapan kurikulum di SMA masih menghadapi 
masalah dalam tataran implementasi. Secara umum 
masalah yang dihadapi antara lain:

(1) Ketidaksesuaian antara dokumen kurikulum 
dengan implementasi;

(2) Penguasaan GTK terhadap keselarasan imple-
mentasi kurikulum dengan ide, desain dan doku-
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men kurikulum yang masih lemah;

(3) Konteks lokal sekolah tidak dioptimalkan dalam 
kurikulum.

(c) Masalah Pendanaan

Dalam pendanaan terdapat berbagai permasalahan, 
antara lain:

(1) Sebagian besar sekolah mengalami keterbatasan 
dana, dan ketergantungan pada dana bantuan pe-
merintah;

(2)  Kurangnya inovasi dan kreativitas dalam peng-
galangan dana;

(3)  Fungsi perencanaan keuangan belum optimal;

(4)  Tata kelola keuangan sekolah masih lemah;

(5)  Akuntabilitas keuangan yang belum optimal. 

(d) Pemenuhan Sarana Prasarana

Dukungan sarana prasarana sangat berpengaruh 
pada kualitas pendidikan. Selama ini terdapat ber-
bagai persoalan antara lain:

(1)  Tidak terpenuhnya kecukupan sarana prasarana 
sekolah karena terbatasnya bantuan pemerin-
tah dalam bidang sarana prasarana dan sulitnya 
penggalangan dana masyarakat untuk mendu-
kung pendidikan;
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(2) Terjadi ketimpangan kecukupan sarana prasara-
na antara sekolah di kota dan desa dan di Jawa 
dan luar Jawa;

(3)  Tidak dapat ditentukan kecukupan sarana pra-
sarana secara pasti mengingat jumlah siswa dan 
rombel yang terus berubah dan tidak ajeg; 

(4)  Minimnya dukungan masyarakat terhadap 
upaya pemenuhan sarana prasarana sekolah baik 
yang bersifat  sarpras pendukung akses maupun 
pendukung mutu;

(5)  Kuatnya anggapan bahwa kualitas pendidikan 
sangat bergantung pada kecukupan sarana prasa-
rana;

(6)  Sekolah bergantung pada pemerintah dalam pe-
menuhan segala kebutuhan seperti  sarpras;

(7) Kepemilikan sarana yang tidak up to date.

(4) Masalah dalam Tata Kelola Sekolah
Masalah dalam input, proses, dan hasil perlu ditangani 
dengan tata kelola yang profesional dan inovatif. Dalam 
pengelolan pendidikan dan satuan pendidikan dihadapi 
masalah antara lain:

(a) Kesulitan pemerintah dan satuan pendidikan dalam 
memenuhi kecukupan input, mewujudkan proses 
yang berkualitas, dan memantau ketercapaian hasil,  
karena keterbatasan sumberdaya;
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(b) Sekolah tidak memiliki patokan jumlah siswa yang 
optimal dilayani sehingga menyulitkan penghi- 
tungan faktor input seperti jumlah guru, sarana, 
dana, dan lainnya. Sekolah yang dianggap favorit 
cenderung menambah jumlah siswa dengan harapan 
nilai bantuan pemerintah akan lebih tinggi. Sementa-
ra sekolah kecil akan terus kekurangan siswa.  Hal ini 
berakibat:

(1) Jumlah rombel tiap sekolah terus berubah, ter-
utama di sekolah yang dianggap favorit. Di se-
kolah kecil justru berkurang. Hal ini menyulitkan  
proses perencanaan;

(2) Kebutuhan guru berubah-ubah tidak dapat diten-
tukan secara pasti karena perubahan rombel;

(3) Kebutuhan prasarana dan sarana tiap sekolah 
berubah-ubah karena perubahan rombel;

(4) Kesulitan dalam penemuhan standar nasio nal 
pendidikan yang bersifat kaku dan berorientasi 
syarat formal.

(c) Manajemen sekolah belum fokus pada peningkatan 
kualitas pembelajaran dan mewujudkan iklim se-
kolah yang kondusif;

(d) Tata kelola sekolah kaku dan selalu bergantung pada 
aturan pemerintah yang berakibat tidak menyesuai-
kan dengan kondisi anak dan konteks lokal;
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(e) Tidak sinkronnya antara kebijakan pusat dan daerah 
dalam tata kelola pendidikan, dan dampak regulasi 
belum optimal;

(f) Masih lemahnya komponen dalam tata kelola sekolah, 
seperti strong leadership, dan kolaborasi internal. Hal 
ini belum dianggap sebagai faktor yang menentukan 
dalam menye lesaikan persoalan yang dihadapi. 

(g) Lemahnya manajemen sekolah dalam penggalang 
partisipasi masyarakat;

(h) Manejemn sekolah belum optimal dalam memanfaat-
kan TIK untuk optimalisasi tata kelola satuan pen-
didikan. 

Persoalan inilah yang dihadapi di dunia pendidikan saat ini  
yang perlu menjadi perhatian semua pihak.  

b. Analisis Situasi 
Satuan pendidikan SMA menghadapi tantangan yang 
tidak ringan ke depan mengingat perubahan dunia yang 
begitu pesat. Perubahan teknologi membawa pengaruh 
berupa disrupsi dalam segala aspek kehidupan manusia, 
terutama dunia kerja. Polarisasi sosial ekonomi terjadi 
cukup luas. Hal ini membutuhkan manusia yang memili-
ki jenis keterampilan baru yang sesuai zamannya. Semua 
itu menuntut perubahan pada sistem dan pengelolaan 
sekolah. 
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Lulusan sekolah, khususnya sekolah menengah, harus 
dipersiapkan sebagai warga global dan angkatan ker-
ja masa depan yang memiliki keterampilan baru untuk 
hidup di zamannya. Model pendidikan harus beradaptasi 
untuk membekali anak-anak dengan keterampilan untuk 
menciptakan dunia yang lebih inklusif, kohesif, dan pro-
duktif.

(1) Tantangan yang Dihadapi
World Economic Forum, dalam buku putih yang di-
terbitkan, mengulas tentang sekolah masa depan yang 
akan mengalami dua pergeseran besar, yakni pergeseran  
dalam konten pembelajaran dan pergeseran dalam  
pengalaman belajar. 

Konten pembelajaran mengalami pergeseran dan ter- 
dapat empat konten kritis yang dibutuhkan di masa de-
pan, yakni: (1) Global citizenship skills, (2) Innovation 
and creativity skills (3) Technology skills; dan (4) Interper-
sonal skills. Proses pembelajaran klasik yang kini terjadi 
adalah proses yang telah berlangsung sejak abad silam. 
Namun, ke depan siswa membutuhkan pengalaman bela-
jar yang relavan dengan kondisi di era Revolusi Industri 
Keempat— khususnya di era “Education 4.0”. Yakni:  (1) 
Personalized and self-paced learning; (2) Accessible and 
inclusive learning (3) Problem-based and collaborative 
learning (4) Lifelong and student-driven learning. 

Dua perubahan mendasar tersebut patut kita dalami 
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untuk melihat lebih jauh tantangan pendidikan SMA di 
masa yang akan datang. Manajemen sekolah, tentu ditan-
tang untuk memiliki adap tabilitas tinggi dalam meng- 
hadapi perubahan tersebut. Sekolah tidak statis karena di 
luar sekolah perkembangan begitu dahsyat. 

Kondisi yang serba berubah membawa konsekuensi pada 
lahirnya teori manajemen baru tentang bagaimana meng-
atur sekolah. Manajemen sekolah memiliki keunikan di- 
bandingkan manajemen organisasi pada umumnya, 
mengingat karakteristik satuan pendidikan yang juga 
unik. 

Pada umumnya, secara tradisional satuan pendidikan 
merupakan organisasi yang memiliki ciri sebagai organi- 
sasi nirlaba, transparan dan akuntabel, berorientasi mutu, 
dan akses berkeadilan. 

(2) Tata Kelola yang Berubah
Terdapat bebe rapa prinsip pengelolaan pendidikan 
yang berkembang selaras de ngan perkembangan za-
man. Prinsip ini sebelumnya tidak mendapat perhatian 
tapi belakangan menjadi penopang posisi satuan pen- 
didikan. Prinsip tersebut adalah (1) kolaborasi internal 
yang kuat dan eksternal yang luas; (2) kebermaknaan ke-
tika semua  warga sekolah memiliki perasaan senang dan 
puas atas keberadaannya; (3) penguatan karakter dan li- 
terasi; dan (4) optimal dalam penggunaan TIK
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(3) Kebijakan Merdeka Belajar 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di era Men-
teri Nadiem Anwar Makarim meluncurkan kebijakan 
Merdeka Belajar, sebagai upaya percepatan peningkatan 
mutu pendidikan. Kebijakan ini lebih berpihak kepada 
kemerdekaan pada guru dan sekolah dalam menjalankan 
tugas profesionalnya, penguatan kemandirian satuan 
pendidikan dan memberikan hak yang sama pada warga 
negara dalam mengakses layanan pendidikan bermutu. 

Kebijakan ini berdampak bukan hanya pada tataran 
pembelajaran melainkan juga pada penyelenggaraan dan 
pengelolaan. 

Latar Belakang Kebijakan

• Semangat yang tertuang dalam UU Sistem Pen- 
didikan Nasional adalah memberi keleluasaan kepa-
da sekolah untuk menentukan kelulusan dan melaku-
kan penilaian sesuai prinsip penilaian pendidikan. 
Namun selama ini, implementasi penilaian pendidi-
kan masih belum secara optimal.

• Kebijakan kurikulum pemerintah menggunakan 
basis kompetensi dengan penguatan pada praksis 
kontekstual. Untuk mengetahui hasil dari  kebijakan 
kurikulum tersebut, diperlukan asesmen yang lebih 
holistik, tidak cukup hanya dengan penilaian dari as-
pek pengetahuan.



Analisis Regulasi Tata Kelola untuk Peningkatan Mutu Pendidikan 67

• Guru perlu mendapat dukungan untuk lebih fokus 
pada bagaimana membangun suasana belajar dan 
mengefektifkan proses pembelajaran. Beban dalam 
penyusunan dokumen perencanaan yang membeba-
ni perlu disederhananya. 

• Masyarakat masih memiliki keterbatasan akses terhak 
hak pendidikan di wilayahnya. Oleh karena itu, per-
lu diberikan akses pendidikan berkualitas dan perlu 
diberi keleluasaan pada Pemerintah daerah. 

• Pertuguan tinggi selama ini dianggap masih ter-
belenggu oleh berbagai regulasi dan masih belum 
menyentuh aspek kualitas. Oleh karena itu perlu 
dilakukan berbagai terobosan untuk lebih memberi 
keleluasaan pada Perguruan tinggi.

• Upaya peningkatan kompetensi guru selama ini 
dilakukan dengan pola pelatihan yang kurang memi-
liki dampak sistemik. Oleh karena itu perlu upaya 
peningkatan kompetensi guru yang lebih inovatif 
dan memberikan dampak pada kualitas pendidikan 
secara sistemik. 

Inti  Merdeka Belajar

Kebijakan merdeka belajar ini merupakan upaya inova-
tif untuk menguatkan energi satuan pendidikan dalam 
mengembangkan diri dan fokus pada peningkatan kuali-
tas  belajar siswa.  Kebijakan inovatif ini difokuskan pada 
beberapa hal inti, yakni: 
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#1. Guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil be-
lajar siswa dengan mengacu pada target capaian kompe-
tensi;
USBN ditiadakan dan mengembalikan penilaian kepa-
da pendidik. Penilaian kompetensi peserta didik dapat 
dilakukan dalam berbagai bentuk instrumen penilaian, 
seperti tes tertulis dan/atau bentuk penilaian lain yang 
lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan (tu-
gas kelompok, karya tulis, dan lain sebagainya). 

#2  UN diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum 
dan Survei Karakter;
Mengubah penilaian dalam bentuk ujian secara nasional 
de ngan pola asesmen dan survai. Asesmen di bidang  
literasi dan numerasi. Survei dilakukan untuk karakter.  

Dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang se-
kolah (misalnya kelas 4, 8, 11) sehingga mendorong guru 
dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan 
tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang 
selanjutnya.

#3. Dokumen Perencanaan Guru dibuat  lebih ringkas dan 
praktis inovatif dan simpel; 
Dokumen perencanaan memuat inti yakni tujuan pembe-
lajaran, kegiatan pembelajaran dan asesmen. Satu hala-
man cukup. Guru secara bebas dapat memilih, membuat, 
menggunakan dan mengembangkan format RPP.  Penu-
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lisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga 
guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan 
dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri

#4. PPDB lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpang-
an akses dan kualitas di berbagai daerah;
Membuat kebijakan PPDB lebih fleksibel untuk meng-
akomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai 
daerah di mana daerah berwenang menentukan proporsi 
final dan menetapkan wilayah zonasi. Pemerataan akses 
dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif 
lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru 
ke sekolah yang kekurangan guru

#5. Tahap awal untuk melepaskan belenggu agar perguruan 
tinggi lebih mudah bergerak dan lebih menyentuh aspek 
kualitas;
Perguruan tinggi diberi keleluasaan untuk fokus pada 
peningkat an kualitas pendidikan tinggi. Dalam langkah 
awal fokus pada sistem akreditasi, kegiatan perkualia-
han, pembukaan prodi baru dan kemudahan untuk men-
jadi badan hukum.

#6. Melakukan inovasi penguatan guru  dalam program 
Guru Penggerak.
Perlu upaya yang berbeda dalam upaya peningkatan 
kualitas guru dengan upaya yang lebih inovatif. Program 
inovasi yang dilakukan dalam bentuk guru penggerak.
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#2. Penentuan Tujuan

Secara definisi pengelolaan pendidikan adalah pengatur-
an kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan 
nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah 
kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan 
masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan 
dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasio-
nal.

Tata kelola pendidikan akan menentukan kualitas proses 
pendidikan. Proses pendidikan yang berkualitas akan me-
nentukan hasil pendidikan yang sesuai tujuan yang diharap-
kan. Oleh karena itu, regulasi dalam penataan tata kelola pen-
didikan, khususnya di tingkat satuan pendidikan, memiliki 
posisi yang sangat penting.

Tujuan yang ingin diharapkan dari regulasi terkait tata kelola 
pendidikan mengacu pada literatur tentang pengelolaan dan 
penyelenggaraan pendidikan, khususnya dalam PP No. 17 
tahun 2010, yakni:

(1) Pengelolaan pendidikan ditujukan untuk menjamin:

a. akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang 
mencukupi, merata, dan terjangkau;

b. mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya 
dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; 
dan



Analisis Regulasi Tata Kelola untuk Peningkatan Mutu Pendidikan 71

c. efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan 
pendidikan.

(2) Tujuan akhir dari regulasi bidang tata kelola adalah un-
tuk optimalnya pengelolaan sistem pendidikan mengacu 
pada tujuan pendidikan menengah, yakni profil lulusan 
yang:

a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha  
Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;

b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;

c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan

d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung 
jawab.

(3) Pengelolaan pendidikan di tingkat satuan pendidikan 
yang fokus pada peningkatkan kualitas belajar siswa;

(4) Pengelolaan pendidikan di tingkat satuan pendidikan 
dikelola secara mandiri didukung oleh masyarakat secara 
partisipatif.

Berdasarkan literatur tersebut, maka tujuan dari regulasi tata 
kelola SMA adalah optimalnya pengelolaan sekolah yang 
fokus pada peningkatkan kualitas belajar siswa se hingga di-
hasilkan lulusan dengan profil sesuai tujuan pendidikan. Tata 
kelola sekolah yang diharapkan mandiri, otonom, partisipa-
tif, profesional, dan inovatif.  
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#3. Pengembangan Alternatif Regulasi

Sebelum pengembangan alternatif regulasi, maka berikut 
pemetaan regulasi yang secara khusus tertuang dalam pasal-
pasal pengelolaan pendidikan, khususnya SMA, baik di ting-
kat pemerintah maupun satuan pendidikan.

No Regulasi Uraian Kondisi 

1 UU No. 20 
tahun 2003

Pasal 50

(1) Pengelolaan sistem pendidikan nasional 
merupakan tanggung jawab menteri.

(2) Pemerintah menentukan kebijakan na
sional dan standar nasional pendidikan untuk 
menjamin mutu pendidikan nasional.

Tetap

(4) Pemerintah daerah provinsi melakukan 
koordinasi atas penyelenggaraan pendidik 
an, pengembangan tenaga kependidikan, 
dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan 
pendidikan lintas daerah kabupaten/kota un
tuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Tetap

Pasal 51 (1) Pengelolaan satuan pendidikan 
anak usia dini, pendidikan dasar, dan pen
didikan menengah dilaksanakan berdasarkan 
standar pelayanan minimal dengan prinsip 
manajemen  berbasis sekolah/madrasah.

Perlu penegasan 
teknis operasional 
dalam hal  imple
mentasi MBS.  

2 UU No. 
23/2014

Pembagian kewenangan Pusat dan Daerah Tetap

Tata kelola instansi pemerintah daerah yang 
mengikat pada sekolah negeri

Tetap 

3 UU terkait 
ASN

Pengaturan terkait guru ASN Tetap
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No Regulasi Uraian Kondisi 

4 PP 17/2010 
tentang 
Pengelolaan 
dan Penye
lenggaraan 
Pendidikan

Pasal 49

(1) Pengelolaan satuan atau program 
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, 
dan pendidikan menengah dilaksanakan 
berdasarkan standar pelayanan minimal de
ngan prinsip manajemen berbasis sekolah/
madrasah.

Prinsip MBS dalam 
pengelolaan  
belum optimal 
dilaksanakan dan 
tidak ada kontrol

Menentukan kebijakan pendidikan berupa:
a. rencana kerja tahunan satuan pendidikan;
b. anggaran pendapatan dan belanja 

tahunan satuan pendidikan; dan
c. peraturan satuan atau program pendidik 

an.

Berjalan tapi tidak 
optimal dan hanya 
bersifat formalistik

Pasal 58. Satuan atau program pendidikan 
wajib menetapkan kebijakan tata kelola pen
didikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, 
dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan 
yang mengikat:
a. satuan atau program pendidikan yang 

bersangkutan;
b. lembaga representasi pemangku 

kepentingan pendidikan pada satuan atau 
program pendidikan yang bersangkutan;

c. peserta didik satuan atau program pen
didikan yang bersangkutan;

d. orang tua/wali peserta didik di satuan atau 
program pendidikan yang bersangkutan;

e. pendidik dan tenaga kependidikan di 
satuan atau program pendidikan yang 
bersangkutan; dan

f. pihak lain yang terikat dengan satuan atau 
program pendidikan yang bersangkutan.

Kebijakan tata 
kelola satuan 
pendidikan belum 
optimal dijalankan

5 Standar Pe
ngelolaan

a. Berisi Perencanaan sekolah, 
b. Pelaksanaan  Rencana Kerja
c. Pengawasan dan Evaluasi
d. Kepemimpinan Sekolah
e. Sistem Informasi sekolah

Implementasi 
tidak optimal. 
Kontrol terhadap 
implementasi 
lemah. 
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Secara lebih rinci, tata kelola pendidikan merupakan penge-
lolaan terkait dengan input, proses dan hasil pendidikan. 
Tata kelola berperan dalam pemenuhan faktor input secara 
optimal, peningkatan kualitas proses, dan peningkatan hasil 
yang dicapai. 

Berdasarkan kondisi input, proses, dan hasil, regulasi yang 
ada dapat dipetakan sebagai berikut:

No Aspek Regulasi Hasil Analisis Penilaian

1 Input  

GTK • UU Guru dan 
Dosen, 

• PP Guru, 
• Standar GTK
• Beban Me

ngajar 

• Ketimpangan 
jumlah guru. 
Jumlah guru 
tidak ajeg 
karena rombel 
tidak ajeg.  

• Standar GTK 
sangat nor
matif. 

• Beban menga
jar menimbul
kan berbagai 
persoalan 
kinerja guru, 
dan rendah
nya kulalitas 
mengajar

• Diperlukan 
regulasi tentang 
kriteria dan target 
waktu redistribusi 
guru PNS; 

• Diperlukan 
regulasi inovatif 
untuk mencukupi 
kekurangan guru;

• Perbaikan regu
lasi terkait beban 
mengajar;

• Perlu regulasi 
inovatif tentang 
status guru agar 
tidak dibedakan 
antara PNS dan 
nonPNS karena 
memiliki tang 
gungjawab yang 
sama. 
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No Aspek Regulasi Hasil Analisis Penilaian

Kuriku
lum

PP 19/2005 dan 
perubahannya. 

Standar Kom
petensi Lulusan, 
Isi, Proses dan 
Penilaian, yang 
berulang kali 
berganti. 

Regulasi tidak 
dipahami esensi 
dari idenya, 
sehingga imple
mentasinya tidak 
sejalan dengan 
harapan.

Perlu regulasi yang 
jelas secara ide  
dan implementasi 
serta tanggungjawab 
pengelolaan kuriku
lum di tingkat satuan 
pendidikan sesuai 
konteks. 

Sarana 
Prasarana

Standar Sarana 
Prasarana

Permendikbud 
No. 24/2007

Sulit dipenuhi 
oleh satuan pen
didikan karena 
bersifat kaku dan 
detail. 

Banyak yang tidak 
relevan

Sarana prasarana 
bersifat pendukung, 
tidak perlu standar 
yang kaku. 

Perlu penyesuaian 
standar dan jenis sar
pras yang up date.

Rombel maksimal 
27

Regulasi ini tidak 
mengikat sehingga 
jumlah rombel terus 
bertambah.

Pen
danaan

PP 48/2008 Terlalu bersi
fat umum dan 
kurang memberi 
ruang 

• RKAS menjadi 
kunci dan alat 
kendali penge 
lolaan satuan 
pendidikan. 

• Perlu kejelasan 
mengenai sumber 
dana sekolah 
dari pemerintah, 
pemda, dan ma 
syarakat.

• Regulasi tentang 
kriteria kebijakan 
sekolah gratis. 
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No Aspek Regulasi Hasil Analisis Penilaian

2 Proses 

Proses Standar Proses 
Permendikbud 
No. 22/2016

Bersifat kaku dan 
kurang menga
komodasi variasi 
layanan dan 
konteks sekolah

Perlu didorong untuk 
meningkatkan kuali
tas pembelajaran

Rombel SMA 336 Regulasi ini tidak 
mengikat. Faktanya 
rombel terus berkem
bang. 

Standar sarana 
prasarana, Stan
dar Pengelolaan

Belum mendor
ong iklim sekolah 
sebagai prasyarat 
kualitas belajar

Perlu penegasan 
pentingnya iklim 
sekolah sebagai 
prasyarat kualitas 
pembelajaran

Permendikbud 
tentang PPDB

Pengaturan daya 
tampung melalui 
regulasi PPDB

Perlu kepastian 
kapasitas sekolah 
secara terbuka untuk 
mengoptimalkan tata 
kelola

3 Hasil 

Hasil Ujian Nasional Hasilnya tidak 
mencerminkan 
kualitas pen 
didikan.

Diperlukan alat ukur 
hasil pendidikan 
yang lebih sesuai dan 
relevan.

4 Tata 
Kelola

Tata 
Kelola 

PP 17/2010 
Prinsip MBS

Perlu kewenang 
an dan kemandi
rian sekolah 
dalam mengelola 
input dan proses 
pendidikan de 
ngan memper
jelas NSPK terkait 
otonomi sekolah 
dan partisipatif

Implementasi teknis 
dari prinsip MBS
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No Aspek Regulasi Hasil Analisis Penilaian

Kriteria NSPK 
sekolah mandiri 
dan kriteria se
kolah berkinerja 
tinggi. Bukan ber
dasarkan besar 
kecilnya sekolah 
tapi berdasarkan 
kualitas belajar 
siswa. 

Dirintis pemerintah 
berdasarkan kinerja 
berbasis Balance 
Score Card. 

Berdasarkan pemetaan regulasi tersebut, dapat disusun ber-
bagai alternatif regulasi tata kelola SMA dengan uraian se-
bagai berikut:

1. Menguatkan prinsip MBS dengan memperjelas regulasi 
agar sekolah menerapkan manajemen secara mandiri, oto-
nom dan partisipatif. Pemenuhan input dan penguatan 
proses menjadi tanggungjawab masing-masing satuan 
pendidikan dengan didukung institusi penyelenggara-
nya. Dengan demikian diharapkan sekolah tidak bergan-
tung sepenuhnya kepada pemerintah;

2. Diperjelas regulasi tentang kewenangan sekolah dalam 
menyusun organisasi di satuan pendidikan, menyusun 
kegiatan dan biaya, serta memenuhi kebutuhan SDM 
yang profesional sesuai kondisi masing-masing, serta 
melakukan implementasi kurikulum sesuai konteksnya;

3. Sekolah negeri sebagai unit pelaksana teknis peme- 
rintah  ditujukan untuk me layani calon peserta didik di 
sekitar sekolah dengan memprioritaskan layanan bagi  
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ka langan yang kesulitan akses ke SMA, baik karena ala-
san ekonomi, sosial, geografi dan lain sebagainya. Kebi-
jakan zonasi PPDB yang lebih tegas berdasarkan zonasi 
pendidikan;

4. Sekolah mampu melakukan perencanaan yang optimal 
dalam mengembangkan diri berdasarkan kapasitas daya 
tampung yang pasti dan ditentukan pemerintah sesuai 
kondisi sekolah. Pemerintah menentukan tipe sekolah 
berdasarkan jumlah rombel, sebagai dasar pemenuhan 
input seperti jumlah guru, sarana prasarana dan dana. 
Tipe sekolah mengacu pada pertimbangan faktor keter-
sediaan calon siswa, populasi sekolah menengah, daya 
dukung sarana prasarana, ketersediaan guru dan faktor 
lain yang terkait. 

5. Sekolah swasta didorong untuk lebih mandiri dengan 
dukungan  pemerintah dalam hal  regulasi penerimaan 
peserta didik baru serta  bantuan  dalam hal pendanaan, 
pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana prasara-
na. 

6. Dikembangkan pola pemberian insentif dalam pengem-
bangan tata kelola satuan pendidikan yang baik;  

7. Pemerintah terus mendorong kerja ssama satuan pendidi-
kan dengan instansi mitra, baik dari kalangan pemerintah 
maupun dunia usaha  yang bertujuan untuk pemenuhan  
sumber daya input dan penguatan proses pendidikan.
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Berdasarkan uraian tersebut, maka regulasi yang menjadi 
fokus adalah sebagai berikut:

• PP 17 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan PP 
66/2010 terkait aturan pengelolaan oleh pemerintah, pe-
merintah provinsi, dan masyarakat penyelenggara pen-
didikan;

• PP 17 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan PP 
66/2010 dan Permendikbud tentang Standar Pengelolaan 
Pendidikan, terkait dengan pe ngelolaan di tingkat satuan 
pendidikan;

Terhadap regulasi tersebut terdapat beberapa alternatif yang 
dapat dilakukan sebagai upaya untuk mengoptimalkan 
dampak regulasi, yakni:

1. Tidak ada perubahan regulasi sehingga pengelolaan pen-
didikan baik oleh pemerintah maupun satuan pendidik-
an tetap seperti saat ini.

2. Regulasi tetap, tapi teknis implementasi diperbaiki, se-
hingga terjadi penyesuaian-penyesuaian dalam teknis 
implementasi pengelolaan pendidikan dan satuan pen-
didikan;

3. Membuat regulasi baru terkait tata kelola pendidikan dan 
melakukan penataan secara terstruktur dan teratur dalam 
pengelolaan pendidikan.
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#4. Penilaian Terhadap Alternatif Kebijakan 

Berdasarkan kondisi regulasi yang tata kelola yang telah di-
uraikan di atas, berikut hasil penilaian pada tata kelola dalam 
hal mengoptimalkan ketiga aspek pendidikan yakni input, 
proses dan hasil, sebagai berikut:

No Alternatif Penilaian

1 Tidak ada 
perubahan 
regulasi

1. Pemerintah harus memenuhi seluruh kebutuhan 
input sekolah yakni: guru, sarpras dan dana. Ini mem
butuhkan biaya besar.  

2. Upaya Penguatan pembelajaran  dan iklim sekolah 
dilakukan melalui pola pelatihan seperti yang kini 
dilakukan;

3. Tidak ada harapan hasil pendidikan akan berubah;

4. Model tata kelola yang berlaku tidak berubah. Hal 
ini tidak memberi harapan terjadi perbaikan secara 
mendasar.

2 Perbaikan 
pada tataran 
implementasi

1. Pemerintah harus memenuhi seluruh kebutuhan in
put sekolah yakni: guru, sarpras dan dana. Ini membu
tuhkan biaya besar. Diperlukan program dan kebijakan 
baru dalam implementasi.  

2. Upaya penguatan pembelajaran  dan iklim sekolah 
dilakukan melalui program dan kebijakan baru dalam 
implementasi.  

3. Hasil pendidikan tergantung efektivitas program 
pemerintah.

4. Model tata kelola yang berlaku diperbaiki di tataran 
teknis. Hal ini dapat menimbulkan permsalahan 
manakala terjadi kelemahan payung hukum dalam 
implementasi. 
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No Alternatif Penilaian

3 Menyusun 
regulasi 
baru terkait 
dengan aspek 
pengelolaan 
baik pengganti 
PP 17/2010 
sebagaimana 
diubah dengan 
PP 66/2010 
serta Standar 
Pegelolaan

1. Kebutuhan sekolah dipenuhi bersama, pemerintah 
dan masyarakat dimotori oleh manajemen sekolah 
sendiri secara mandiri, otonom, partisipatif, profe 
sional, dan inovatif. 

2. Upaya penguatan pembelajaran  dan iklim sekolah 
dilakukan bersama pemerintah dan masyarakat dimo
tori oleh manajemen sekolah yang mandiri, otonom, 
partisipatif, profesional, dan inovatif. 

3. Sekolah memiliki tanggung jawab besar terhadap 
hasil pendidikan. 

4. Pengelolaan perlu dilakukan dengan pola baru yang 
berorientasi pada kualitas belajar. Hal ini lebih mem
beri harapan  untuk perbaikan.

Berdasarkan penilaian terhadap alternatif tersebut, dapat 
ditampilkan hasil analisis bahwa perlu penguatan tata kelola 
sekolah agar memiliki kemandirian, otonom,partisipatif dan 
inovatif. Secara rinci sebagai berikut:

No Aspek Hasil Analisis Penilaian

1 Input Perlu penguatan tata kelola sekolah 
untuk secara mandiri, otonom, parti
sipastif, dan inovatif untuk memenuhi 
faktor input, yakni:

1. Jumlah dan kompetensi guru;

2. Pemenuhan sarpras melalui parti
sipasi;

3. Pemenuhan pendanaan secara 
kolaboratif antara pemerintah, peme 
rintah daerah dan masyarakat.

4. Ditentukan tipe sekolah sebagai 
alat kendali pemenuhan input satuan 
pendidikan. 

Dibutuhkan regulasi 
baru yang memberi ke
wenangan manajemen 
sekolah secara mandiri, 
otonom, partisipastif, 
dan inovatif dalam 
memenuhi seluruh ke
butuhan input sekolah. 

Regulasi tentang tipe 
sekolah berdasarkan 
jumlah rombel yang 
dilayani mengacu 
pada data calon siswa, 
ketersediaan sarpras 
dan guru. 
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No Aspek Hasil Analisis Penilaian

2 Proses Perlu penguatan tata kelola  agar 
manajemen sekolah untuk secara 
mandiri, otonom, partisipastif, dan 
inovatif untuk:

1. Meningkatkan kualitas pembelaja
ran yang dimotori oleh guru di masing 
masing sekolah secara kolaboratif;

2. Meningkatkan iklim sekolah agar 
menjadi sekolah yang aman, nyaman, 
dan menyenangkan;

3. Mengoptimalkan penggunaan TIK 
dalam pembelajaran.

Dibutuhkan regulasi 
baru yang memberi ke
wenangan manajemen 
sekolah secara mandiri, 
otonom, partisipastif, 
dan inovatif dalam 
me ningkatkan kualitas 
pembelajaran, iklim 
pembelajaran, dan 
optimalisasi TIK dalam 
pembelajaran. 

3 Hasil Perlu penguatan tata kelola untuk se
cara simultan melakukan penjaminan 
mutu pendidikan untuk memastikan 
pencapaian kompetensi hasil belajar 
dan karakter siswa. 

Dibutuhkan regulasi 
baru yang memberi ke
wenangan manajemen 
sekolah secara mandiri, 
otonom, partisipastif, 
dan inovatif dalam 
memastikan penja
minan mutu internal 
berkelanjutan.

4 Tata 
Kelola 

Perlu penguatan tata kelola satuan 
pendidikan secara mandiri otonom, 
partisipastif, dan inovatif sebagai 
kekuatan untuk peningkatan mutu 
pendidikan di satuan pendidikannya. 

Dibutuhkan regulasi 
yang menegaskan tata 
kelola sekolah yang 
mandiri otonom, parti
sipatif, dan inovatif.

Dari hasil analisis tersebut dapat diperoleh alternatif terbaik 
berupa penyusunan regulasi baru dalam tata kelola satu-
an pendidikan, yang menjadikan manajemen sekolah lebih 
mandiri, otonom, partisipatif dan inovatif. Kemandirian se-
kolah ditujukan untuk membangkitkan ino vasi sekolah agar 
memiliki kewenangan penuh dalam memenuhi kebutuhan 
sekolah, menguatkan proses dan suasana belajar, serta me-
lakukan penjaminan mutu internal secara berkelanjutan. 
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#5. Penetapan Kebijakan Terpilih

Dari analisis yang dilakukan dengan tahapan di atas, dapat 
dirumuskan yang dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Regulasi yang ada sudah mampu mewadahi secara fi-
losofis dan prinsip pendidikan, namun masih terdapat 
inkonsistensi dan kurang memiliki kekuatan dalam im-
plementasi. Regulasi yang harus disempurnakan adalah 
dalam hal:

a. Zonasi pendidikan;

b. Penerimaan Peserta Didik Baru;

c. Penegasan dalam hal otonomi dan partisipasi sebagai 
wujud Manajemen Berbasis Sekolah;

d. Penyesuaian organisasi sekolah yang sesuai dengan 
perkembangan zaman;

2. Perlu regulasi yang kuat dan mendorong tata kelola se-
kolah yang berfokus pada hadirnya sekolah yang mandi-
ri, otonom, partisipatif dan inovatif, dengan penekanan 
pada:

a. Sekolah diberi kewenangan & tanggung jawab lebih 
luas dan jelas dalam pengelolaan sekolah. 

b. Memastikan implementasi TIK dalam administrasi 
sekolah agar lebih akuntabel;
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c. Membuka ruang partisipasi publik dalam pengem-
bangan sekolah;

d. Pemerintah menentukan kriteria sekolah mandiri;

e. Memprioritaskan layanan pada masyarakat dalam 
lingkungan sekolah dengan kapasitas daya tam-
pung yang jelas melalui penetapan tipe sekolah ber-
dasarkan jumlah rombel yang dilayani. Hal ini un-
tuk memudahkan perencanaan dan pengendalian 
layanan pendidikan.

Regulasi ini akan mendorong manajemen sekolah memiliki 
tanggung jawab untuk memenuhi input dan meningkatkan 
proses pendidikan secara mandiri, otonom, partisipatif dan 
inovatif.  Secara skematis dapat disajikan dalam Gambar 4.3.

Tata kelola demikian akan mendorong tanggung jawab 
manajemen sekolah untuk:

a. Memenuhi kebutuhan input sekolah untuk melayani 
pendidikan anak secara mandiri, otonom, partisipatif, 
dan inovatif. Beberapa aspek yang harus dipenuhi se-
kolah secara mandiri antara lain:

• Memenuhi kecukupan dan kualitas GTK. 

• Penerapan kurikulum secara optimal dan kontekstual

• Memenuhi kebutuhan sarpras up date dan sesuai ke-
butuhan; 

• Memenuhi kebutuhan pendanaan.
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Regulasi Tata Kelola SMA:

• Sekolah diberi kewenangan  & tanggungjawab lebih luas dan jelas dalam 
pengelolaan sekolah. 

• Memastikan implementasi TIK dalam administrasi sekolah agar lebih akuntabel;
• Membuka ruang partisipasi publik dalam pengembangan sekolah;
• Pemerintah menentukan kriteria sekolah mandiri;
• Memprioritaskan layanan pada masyarakat dalam lingkungan sekolah dengan 

kapasitas daya tampung yang jelas melalui penetapan tipe sekolah;

 Gambar 4.3.  Tujuan tata kelola dan perbaikan regulasi
tata kelola SMA

TATA KELOLA SMA
Pengelolaan sekolah yang fokus pada peningkatkan kualitas belajar 

siswa se hingga dihasilkan lulusan dengan profil sesuai tujuan 
pendidikan. Tata kelola sekolah yang diharapkan mandiri, otonom, 

partisipatif, profesional, dan inovatif.  

Memenuhi 
kebutuhan 

sekolah (input)
secara man
diri, otonom, 
partisipatif, 
dan inovatif

Melakukan 
penjami
nan mutu 

pendidikan 
secara internal 
berkelanjutan

• Memperbaiki evalu
asi pendidikan dan 
tindak lanjut 

• Melakukan penja 
minan mutu internal 
secara berkelanjutan 
dalam pencapaian 
kompetensi minimal 
dan karakter siswa.

• Memenuhi kecukupan 
dan kualitas GTK. 

• Implementasi kurikulum 
secara optimal dan 
kontekstual

• Memenuhi kebutuhan 
sarpras up date dan 
sesuai kebutuhan  

• Memenuhi kebutuhan 
pendanaan.

• Melakukan pening
katan kualitas belajar 
secara internal dan 
berkelanjutan

• Terus memperbaiki 
iklim pendidikan

• Meningkatkan imple
mentasi TIK dalam 
pembelajaran 

Menguatkan 
proses belajar 
dan suasana 

belajar secara 
mandiri, oto

nom, partisipa
tif, dan inovatif

PERENCA
NAAN

PENGORGANI 
SASIAN 

OPERA
SIONAL KONTROL
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b. Menguatkan kualitas proses belajar dan membangun 
suasana belajar secara mandiri, otonom, partisipatif, dan 
inovatif. Langkah yang dilakukan antara lain:

• Melakukan peningkatan kualitas belajar secara in-
ternal dan berkelanjutan melalui kolaborasi internal 
yang kompak. Kolaborasi menjadi kekuatan yang 
mutlak dilakukan sebagai prasyarat perbaikan kua-
litas pembelajaran;

• Terus memperbaiki iklim pendidikan sehingga tercip-
ta sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. 
Aspek yang menjadi perhatian adalah ketersediaan 
fasilitas fisik seperti sanitasi sekolah, interaksi sosial 
yang baik, budaya sekolah yang kuat serta keterse-
diaan beragam layanan siswa;

• Meningkatkan implementasi TIK dalam pembela- 
jaran;

c. Melakukan penjaminan mutu pendidikan secara internal 
berkelanjutan, untuk memastikan hasil pendidikan terca-
pai. Langkah yang dilakukan antara lain:

• Memperbaiki evaluasi pendidikan dan melakukan 
tindak lanjut untuk memastikan hasil pendidikan ter-
capai;

• Melakukan penjaminan mutu internal secara 
berkelanjutan dalam pencapaian kompetensi mini-
mal yang disyaratkan dan terus menguatkan ka rakter 
siswa.
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Kriteria sekolah 
mandiri, otonom

Pemenuhan input, 
proses dan hasil 
tanggung jawab  
manajemen sekolah

Mendorong inovasi 
sekolah

Tipe SMA ber
dasarkan jumlah 
rombel 

Dapat ditentukan 
jumlah guru, sar
pras, dan dana

Kriteria sekolah 
berkinerja tinggi 
dan rendah

Pengukuran kinerja 
sekolah secara 
simultan

Pemberian insentif 
dan intervensi atas 
kinerja

#6. Strategi Implementasi 

Strategi implementasi meliputi dua tahapan pokok, yakni:

• alternatif penyusunan regulasi baru; dan 

• implementasi konten regulasi yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan alur pikir tata kelola, maka alur penyusunan 
regulasi berdasarkan tahapan adalah sebagai berikut:

Regulasi penetapan 
tipe sekolah

1
• Regulasi kriteria  

sekolah mandiri  
• Memperjelas oto

nomi sekolah

2
• Regulasi kinerja 

sekolah  
• Pemberian insentif 

atas kinerja

3

Perencanaan lebih 
baik.Kualitas data 
sekolah lebih baik. 

Memperjelas berbagi 
tanggungjawab

Pengendalian melalui RKAS dan tata kelola berbasis TIK 

Gambar 4.4. Alternatif regulasi tata kelola SMA
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Dari regulasi yang ada, langkah implementasi yang dapat 
dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menyosialisasikan regulasi tipe sekolah, pemberian ke-
wenangan sekolah yang lebih mandiri, otonom, partisi-
patif dan inovatif, kewenangan untuk memenuhi kebu-
tuhan sekolah sepenuhnya dipenuhi oleh manajemen 
sekolah;

2. Menyosialisasikan kriteria sekolah mandiri, berkiner-
ja tinggi dan rendah serta insentif bagi sekolah dengan 
kinerja tinggi serta intervensi bagi sekolah dengan kinerja 
rendah;

3. Melakukan perencanaan diawali dengan menetapkan 
tipe sekolah secara langsung melalui data pokok pen-
didikan dan peta Zonasi Pendidikan sebagai kunci dalam 
menentukan kebutuhan guru, sarana prasarana dan pen-
danaan;

4. Menghitung kebutuhan guru dan sarpras pendukung 
layanan pendidikan sesuai rombel dan optimalisasi sum-
ber daya;

5. Memastikan RKAS disusun sesuai kebutuhan sekolah 
dan partisipasi publik dengan basis TIK;

6. Mendorong  pemerintah daerah dan yayasan/lembaga 
untuk memenuhi kebutuhan pendidik secara optimal 
dan hal ini terkait dengan indeks kinerja daerah;
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7. Mendorong kerja sama sekolah dengan institusi lain, baik 
pemerintah maupun swasta dalam rangka pemenuhan 
daya dukung input maupun penguatan proses;

8. Menerapkan kinerja sekolah berdasarkan kriteria sekolah 
berkinerja rendah hingga tinggi. n
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Bab 5
Penutup
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Metode RIA membantu para pengambil kebijakan da-
lam me nyusun dan mereviu dampak regulasi. Meski-
pun pada awalnya analisis regulasi menggunakan RIA 

lebih banyak di bidang ekonomi, akan tetapi, kini bidang lain, 
seperti sosial dan lingkungan banyak menggunakan metode ini. 
Hal ini tidak menutup kemungkinan menggunakan metoda RIA 
untuk menganalisis dampak regulasi.

Belum banyak analisis dampak regulasi bidang pendidikan 
menggunakan  RIA. Oleh karena itu, perlu lebih banyak lagi 
praktik analisis regulasi pendidikan menggunakan RIA. Buku 
ini mencoba memberikan gambaran mengenai bagaimana ta-
hapan implementasi analisis dengan menggunakan RIA. Secara 
kualitatif berdasarkan berabagi kegiatan yang dilakukan, di-
himpun berbagai data dan informasi sebagai bahan penyusunan 
analisis ini. 

Dari identifikasi persoalan pendidikan SMA yang dilakukan, 
diperoleh gambaran bahwa aspek tata kelola merupakan aspek 
yang strategis sebagai alat untuk menyelesaikan berbagai per-
soalan pendidikan SMA yang dihadapi. Lebih khusus lagi, tata 
kelola satuan pendidikan. 

Dari hasil analisis, dipilih penataan regulasi yang perlu dilaku-
kan adalah dengan mendorong kemandirian sekolah sehingga 
tata kelola sekolah lebih mandiri, otonom,  partisipatif dan ino-
vatif. Dengan demikian, sekolah memiliki kewenangan yang 
utama sesuai prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam 
pengembangan sekolah, dan tidak sepenuhnya bergantung pada 
pemerintah. 
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Tata kelola pendidikan yang mandiri dapat memenuhi kebutu-
han sekolah melalui upaya partisipatif dan inovatif. Selama ini 
kebutuhan sekolah, terutama guru, sarana prasarana dan pen-
danaan seolah semuanya bergantung pada pemerintah. 

Demikian pula halnya dengan proses pendidikan dan suasana 
belajar yang optimal. Hal ini menjadi penentu pencapaian ha sil 
belajar. Akan tetapi selama ini sangat bergantung pada upaya 
pemerintah dalam meningkatkan kompetensi guru dalam mela-
kukan proses pembelajaran. Dengan manajemen sekolah yang 
otonom, hal tersebut menjadi kewenangan sekolah. 

Melalui penjaminan mutu internal yang terus dilakukan sekolah 
secara berkelanjutan, hal ini akan mampu mendorong sekolah 
meningkatkan kualitas pembelajaran yang pada gilirannya dapat 
meningkatkan hasil pendidikan. n
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